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“Inilah kesempatan menguji pa-
sangan capres-cawapres juga KPK.
Inilah kesempatan untuk masyarakat

memperoleh pendidikan politik, un-
tuk melihat bukti komitmen mereka
dengan menyatakan dirinya bersih”
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epanjang awal September tahun ini, frasa penjegalan menghiasi pemberitaan di media massa.
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/ 0 INFO OTONOMI V. INFO EKSEKUTIE Dimulai dari penjegalan terhadap Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) untuk menjadi calon wakil
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- e Mmm ® r_ " /“ Fcanoma presiden Anies Baswedan.
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Partai Nasdem diam-diam membuat kerja sama politik dengan PKB dengan menjadikan Mu-
= haimin Iskandar sebagai cawapres Anies Baswedan, tanpa sepengetahuan AHY dan Partai Demokrat.
JOKOW' BER“YAI.‘ E"AI.“AS' MENTERI Tak berselang lama, isu penjegalan diarahkan kepada pasangan Anies-Cak Imin atau Amin. Komisi
oKemungkinan Kecil Berujung Reshutfle Pemberantasan Korupsi (KPK) mengirimkan surat pemanggilan kepada Ketua Umum PKB itu terkait

JAKARTA - Menteri atau pejabat \
setingkat menteri tidak perlu
mengundurkan  diri jika men-
calonkan diri sebagai presiden
atau wakil presiden. Keputusan
Mahkamah Konstitusi ini disam-
but pro-kontra. Lebih-lebih, situ-
asi krisis ekonomi tahun depan
mengharuskan semua menteri
kabinet untuk lebih fokus pada
tugas utama di pemerintahan.

w

dugaan korupsi di Kementerian Tenaga Kerja pada 2012.

Memang, kala itu, Cak Imin adalah Menteri Tenaga Kerja saat pemerintahan periode kedua Susilo
Bambang Yudhoyono (SBY) yang putra sulungnya kini ditikung untuk menjadi cawapres Anies Bas-
wedan.

Publik kini dihadapkan pada langkah KPK yang dinilai menjadi alat politik penguasa untuk menjegal
langkah duet Amin sebulan jelang pendaftaran Pilpres 2024.

Di sisi lain, apa yang dilakukan KPK dinilai merupakan langkah yang benar dalam upaya melakukan
. e pemberantasan tindak pidana korupsi, meski waktunya kurang tepat.

Tiga Pemimpin Negara Belum Pastikan Kehadiran Kini, publik tinggal melihat apakah KPK memang dijadikan alat politik atau Anies Baswedan dan Cak

Jl)kll“l Nanll Sa!a TG|D0|| I(onilrmaSI Imin bisa membuktikan bahwa mereka bersih dari kasus rasuah.
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; ::v.;mmmmm Tabloid Info Indonesia edisi Il September 2023 akan menyajikan sejumlah analisis menarik terkait
“i". BT Tt dinamika menjelang Pilpres 2024.

Sejumlah partai kini dihadapkan pada tantangan berat terkait ambang batas parlemen atau parliamen-
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tary threshold 4 persen. Bahkan, diprediksi 11 parpol, baik yang ada di parlemen, non-parlemen maupun
Kamis, 4 Agustus 2022
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yang baru terbentuk, tidak lolos ke Senayan tahun depan.
Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 juga tengah bergejolak setelah muncul wacana untuk me-
majukan jadwal pelaksanaannya dari November menjadi September. Ini menjadi kekhawatiran bahwa

; SRS T e Pilkada} a_kan ada cawe-cawe dari penguasa. . N
;\ CRoummITERS NAVASAN, HEATKAN PUFLIK Selain itu, pemerintah juga telah menunjuk sepuluh penjabat gubernur untuk mengisi kekosongan
' Al jabatan kepala daerah yang masa jabatannya berakhir bulan ini. Namun, penunjukkan tersebut diduga

sarat akan kepentingan politik.
Pelaksanaan Pemilu 2024 bakal semakin panas karena penyelenggara pesta demokrasi yang tak

kunjung akur. Bawaslu dan KPU saling lapor karena merasa tidak bisa menjalankan tugas dan fungsinya
akibat terbatasnya akses ke data peserta Pemilu 2024.

Semua informasi tersebut bisa dibaca dalam ulasan yang menarik di Tabloid Info Indonesia edisi Il
September 2023. Selamat membaca!!!'®

MENTERI NGEBET NYAPRES
MUNI]UR DARI SEI(AHANG

JAKAR"A lal z Mwm mw -mnqmiwa
kian kenta

Kebut Penanggulangan
Kemiskinan Ekstrem

l TABLOID , REFERENSI PEMILU 2024 @ TABLOID Jj REFERENSI PEMILU 2024
° I L)

la IfO

A PARTISH
pw\IuH IANP .

e 7 ’
ABLOID REFERENS) PEMILY 2024 L]
: o 0

xemm DAERAH

SENAV,{(;“:

PKB TETAP 5
KE GERINEE:

» Misteri Tewasnya Brigd

]Ill Bukan Kriminal BIaSﬂ RdaF

’ 1 | ; ‘

e BALING PAS DAMPINGIY == 7228 / G
DAN UMKH | < =
PRABOWO

LELAKI Pom}é: HERMAN DERU . HAK Piiy

7 UTAMAKAN KELUARGA i ¥ MARGINAL
TOLAK INSTRUKSI - 4
SURYA PALOH

» HOTLINE REDAKS!: 021 278 123 97

TUGAS KADEs ),
PEMILY m

PENDIRI/ DIREKTUR : Usman Rizal

. S PEMIMPIN PERUSAHAAN: Adam Aulia Manzal Khan PEMIMPIN REDAKSI: Rusdiyono WAKIL PIMPINAN REDAKSI: Rahmad Romli
@nfo IndoneSIa REDAKTUR PELAKSANA: Irmayani REDAKTUR: Rio Taufig Adam, Melati Tagore, Irmayani, Rusdiyono, Nina Erlina REPORTER: Neffri,
Indra Hadi, Sadam M, Hardi Aar, Beni Martha Daya, Reno, Aldi Rinaldi, M. Igbal, Ida Iryani, M. Yadhi, Muhammad Figri, Muhammad Khaidir

EDITOR & GRAFIS : Al Amin, Achiles TATA LETAK : Sujatmiko MEDIA SOSIAL: Haidir Ali KEUANGAN : Dra Hj Nurkhamida SEKRETARIS

iINFOINDONESIA.ID adalah media REDAKSI: Nur Aisah PENGEMBANGAN BISNIS: RM Solehin, Zul Jamba ADMINISTRASI: Ega Tri Gustina DISTRIBUSI: Abdul Muchtar
massa cetak di bawah payung HARGA IKLAN: 1 Halaman ukuran 290 mm x 420 mm Rp.25.000.000,-include PPN 11 %.
PT. DUA SATU PRO 1/2 Halaman ukuran 145 mm x 210 mm Rp. 12.500.000,-
Sertifikat Dewan Pers BANK ACCOUNT: *A/N : PT. DUA SATU PRO, BCA: No.Rek: 5530682121 KCP Otista Jakarta Timur ALAMAT REDAKSI/IKLAN/

Nomor 969/DP-Verifikasi/K/111/2022 PEMASARAN: JI. Raya Kalibata No.8, Rawajati, Kec. Pancoran, tha Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Ja](arta 12750 TELP 021-
791 96781 FAX 021-791 96786 PALEMBANG Jalan Puncak Sekuning Lorong Sahabat No 2 Kelurahan Lorok Pakjo Kecamatan llir Barat |
Palembang 30126 TELP : 0711-7442344



“Menurut saya dugaan
korupsi Cak Imin atau-

pun Anies itu tinggal
| menunggu bukti-bukti
g kuat saja yang dimiliki

oleh KPK”

Hari Purwanto

Duet Anies Baswedan
dan Muhaimin Iskandar
menghadapi tantangan
besar satu bulan jelang

pendaftaran capres
dan cawapres Pilpres

2024. Kini, lawan yang

harus dihadapi pasan-

gan Amin ini bukan
Prabowo Subianto atau
Ganjar Pranowo, na-
mun Komisi Pemberan-
tasan Korupsi (KPK).

uhaimin Iskandar atau Cak Imin

yang merupakan Ketua Umum

Partai Kebangkitan Bangsa

(PKB) mendapatkan panggilan
dari KPK tak lama setelah deklarasi sebagai
cawapres Anies Baswedan di Hotel Majapa-
hit, Surabaya, 2 September 2023.

Dalam pemanggilan tersebut, Cak Imin
diketahui diperiksa sebagai saksi seputar
kasus dugaan korupsi terkait proyek pen-
gadaan alat sistem proteksi Tenaga Kerja
Indonesia (TKI) yang terjadi di Kementrian
Tenaga Kerja pada 2012. Pemeriksaan
yang dilakukan terhadap Cak Imin karena
Wakil Ketua DPR itu menjabat sebagai
Menteri Tenaga Kerja di era Presiden Susilo
Bambang Yudhoyono periode 2009-2014.

Selain itu, Anies Baswedan sebagai calon
presiden yang diusung oleh Koalisi Perubahan
juga bisa dikatakan senasib dan sepenang-
gungan dengan Cak Imin. Anies juga pernah
mengalami hal yang sama, yakni dipanggil
KPK dalam kasus dugaan korupsi pembangu-
nan sirkut balap mobil listrik Formula E.

Meski Anies dan Cak Imim dipanggil
terkait kasus dugaan korupsi yang berbe-
da, kini keduanya pun tak luput dari topik
pembicaraan publik karena terseret kasus
dugaan korupsi yang mengharuskan ber-
hubungan dengan KPK. Pasalnya, peman-
ggilan terhadap Anies dan Cak Imin meski
berbeda waktu dan kasus, dilakukan KPK
tak lama setelah keduanya resmi dideklar-
asikan sebagai capres dan cawapres yang
diusung Koalisi Perubahan.

Pasca pemanggilan Cak Imin dan Anies
terkait kasus dugaan korupsi, saat ini KPK
dirundung isu dugaan adanya upaya pen-
jegalan terhadap kedua pasangan capres
dan cawapres yang diusung oleh Koalisi Pe-
rubahan tersebut.

Direktur Eksekutif Studi Demokrasi Raky-
at (SDR), Hari Purwanto, menilai, peman-
ggilan terhadap Cak Imin dan Anies meru-
pakan murni serangkaian kegiatan proses
penyelidikan dan penegakan hukum yang
dilakukan oleh KPK.

Hari menampik soal kabar isu dan tud-
ingan sejumlah orang kepada KPK yang
menyebut ada dugaan muatan politik atas
agenda pemanggilan terhadap Anies dan
Cak Imin.

Menurut Hari, sejuah ini, KPK dalam

melakukan dan menjalankan tugasnya, se-
lalu didasarkan atas adanya laporan dari
masyarakat perihal dugaan korupsi yang di-
lakukan, baik secara individu atau kelompok
yang merugikan keuangan negara itu.

“KPK bekerja berdasarkan aturan hukum.
Kalau ada yang menganggap politis, me-
mang sudah resmi terdaftar di KPU? Kan
belum juga resmi terdaftar, jadi jangan bikin
praduga dong soal isu politis. Jadi, biarkan
KPK bekerja sesuai aturan hukum, kalau
bersih, kenapa harus risih,” kata Hari saat
dihubungi Info Indonesia, Jumat, 8 Septem-
ber 2023.

“Menurut saya dugaan korupsi Cak Imin
ataupun Anies itu tinggal menunggu bukti-
bukti kuat saja yang dimiliki oleh KPK. Dan
KPK bekerja sesuai aturan hukum, bukan
aturan semaunya sendiri,” sambung Hari.

Hari menuturkan, pemanggilan terhadap
Cak Imin dan Anies yang dilakukan paska
deklarasi oleh Koalisi Perubahan, sejatinya
bukanlah tak bernuansa politis. Hal itu lanta-
ran KPK sejauh ini juga memiliki ketentuan
dan prosedur dalam rangka memanggil se-
orang saksi yang berkaitan dengan perkara
dugaan korupsi.

“Sebenarnya tidak mengejutkan jika KPK
tiba-tiba diberitakan seolah-olah meman-
ggil Cak Imin setelah deklarasi. Namun, jika
menilik tanggal pemanggilan, minimal surat
sampai ke tangan terperiksa apalagi saksi
itu seminggu sebelum waktu pemeriksaan,”
ujar Hari.

‘Jadi, ini justru bisa diartikan bahwa KPK
sudah melayangkan surat panggilan terse-
but sebelum deklarasi. Bahkan, mungkin
sebelum Cak Imin jumpa petinggi Nasdem
untuk membahas koalisi,” sambungnya.

Di sisi lain, Hari juga menyinggung peri-
hal nama Anies Bas-
wedan yang sebe-
lumnyanya juga
ikut  terseret
k asus
dugaan ko-
rupsi  pem-
bangunan
sirkut balap
mobil listrik
Formula E
yang saat
ini penyelidi-
kannya stagnan
masih menggan-
tung di lem-
baga anti
ras-

piLPres )
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uah tersebut.

Hari menyayangkan KPK karena penye-
lidikan kasus dugaan korupsi Formula E
itu tak berjalan lagi meski sudah dilakukan
pemanggilan kepada sejumlah saksi, salah
satunya Anies Baswedan.

‘Jadi, khusus untuk Formula E, kasus ini
masih menggantung di KPK. Belum terden-
gar lagi pemeriksaan untuk kasus ini. Pada-
hal, kasus ini tergolong terang benderang,”
ungkap Hari.

Dalam hal kasus dugaan korupsi yang
menyeret Anies dan Cak Imin, Hari ber-
harap semua pihak tidak lagi membangun
spekulasi bahwa kasus itu berkaitan dengan
unsur politis. Hal itu lantaran proses pene-
gakan hukum adalah simbol utama dalam
mengawal prinsip negara demokrasi.

“Kita dalam hal ini tidak boleh berspeku-
lasi kalau KPK diduga berpolitik dalam mel-
akukan pemeriksaan terhadap Cak Imin.
Bahkan jika kemudian memutuskan untuk
memeriksa Anies Baswedan. Kalau secara
fakta hukum, memang kasusnya ada dan
perlu dikembangkan dengan memanggil
yang bersangkutan,” tutur Hari.

Hari juga menyoroti isu yang telah diban-
gun oleh sejumlah kelompok yang menud-
ing KPK melakukan unsur politis dalam mel-
akukan penyelidikan kasus dugaan korupsi
yang menyeret nama Anies dan Cak Imin.

Menurut Hari, tudingan KPK melakukan
unsur politik dalam pemanggilan Anies dan
Cak Imin merupakan aksi guyonan yang be-
lum tentu dibuktikan secara objektif.

“Lucunya lagi, mereka yang mengatakan
KPK berpolitik karena memeriksa Cak Imin
adalah pihak yang sama yang mengatakan
Jaksa Agung berpolitik karena menerbitkan
Perja menunda sementara pemeriksaan ter-
hadap peserta pemilu, baik caleg maupun
capres/cawapres,” terang Hari.

Hari menambahkan, tudingan adanya
dugaan unsur politis terhadap pemanggilan
Anies dan Cak Imin tidaklah mendasar

karena KPK sebagai lembaga penegak
hukum dalam bekerja sejatinya telah
berpedoman terhadap peraturan yang
berlaku, dalam hal ini Undang-Undang

Pemberantasan Korupsi.

“Lantas standar hukum
apa yang mereka pakai? Yg_{;_’

Aparat penegak [

hukum berpolitik
jika m e -
merik- sa atau

/

LAWAN ANIES-GAK IMIN KPK
BUKAN PRABOWO GANJAR

tidak memeriksa peserta pemilu? Mungkin
juga mereka akan menuding APH berpolitik
sepanjang yang diperiksa adalah gerbong
mereka,” tegasnya.

“Penegak hukum justru harus bekerja ce-
pat untuk membongkar kedok para capres
atau cawapres agar rakyat tidak terlanjur
memilih musang berbulu domba. Justru
penegak hukum wajib segera mempros-
esnya agar terjadi demokrasi sehat dan
rakyat tidak salah pilih. Jangan pilih korup-
tor,” ujarnya.

Pengamat Politik Citra Institute, Efriza,
menilai, narasi tudingan terhadap KPK ber-
politik terhadap pemanggilan Anies dan Cak
Imin sebaiknya tidak dilontarkan. Pasalnya,
sebagai calon pemimpin semestinya kedu-
anya harus berani menghadapi kasus
dugaan korupsi yang menyeret namanya.

“Pasangan capres-cawapres Anies-Cak
Imin harus menunjukkan perilaku yang baik,
langkah terbaik adalah menghadapi kasus
yang sedang melanda diri masing-masing.
Keduanya tak perlu mengeluarkan narasi
politisasi hukum. Nasdem juga tidak perlu
khawatir berlebihan,” ujar Efriza.

Menurut Efriza, sikap ksatria dan patri-
otisme itu dapat dilihat dengan sikap yang
berani dari dua calon pemimpin itu dalam
menghadapi kasus dugaan korupsi yang
menyeret namanya.

‘Jadi, itu menunjukkan keduanya ber-
juang membuktikan dirinya bersih. Kriteria
nol Anies-Imin ini perlu pembuktian kepada
masyarakat. Jangan sekadar klaim, bukti
harus ditunjukkan,” tegas Efriza.

Efriza mengimbau agar masyarakat tak
terpancing isu dan tudingan yang telah be-
redar mengenai dugaan intrik politis lanta-
ran tindakan yang dilakukan KPK. Hal itu
seharusnya bisa menjadi ujian terhadap
Anies dan Cak Imin sebelum resmi ditetap-
kan menjadi capres dan cawapres di Pemilu
2024.

“Inilah kesempatan menguji pasangan
capres-cawapres juga KPK. Inilah kesem-
patan untuk masyarakat memperoleh pen-
didikan politik, untuk melihat bukti komitmen
mereka dengan menyatakan dirinya bersih,”
pungkas Efriza.®@RDO
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Utak-atik calon wakil
presiden untuk men-
dampingi Ganjar
Pranowo masih be-
lum menemukan titik
terang. Sejumlah nama
digadang-gadang
layak menjadi pasan-
gan mantan gubernur
Jawa Tengah itu. Ter-
masuk Agus Harimurti
Yudhoyono yang baru
saja ditinggalkan Anies
Baswedan yang lebih
memilih Muhaimin Is-
kandar.

ertemuan antara elite Partai

Demokrat dengan PDIP sudah ter-

jadi saat partai berlambang mercy

itu masih di Koalisi Perubahan.
Bahkan, nama AHY sebagai Ketua Umum
Partai Demokrat, masuk dalam lima kandi-
dat cawapres Ganjar Pranowo.

Apalagi, dalam waktu dekat ini dikabar-
kan akan dilakukan pertemuan antara Ketua
Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, den-
gan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat,
Susilo Bambang Yudhoyono (AHY).

Pertemuan antara kedua tokoh tersebut
pastinya akan mencuri perhatian publik.
Sebab, wacana yang mencuat di publik,
hubungan Megawati dan SBY masih mema-
nas. Pertemuan tersebut bisa saja men-
jadi momentum keduanya melakukan
konsolidasi untuk membangun har-
monisasi, termasuk menjodohkan
Ganjar Pranowo dengan AHY.

Pengamat politik Muslim Arbi,
menilai, pertemuan Megawati
dengan SBY harus disambut
baik seluruh pihak, terutama
elite politik. Menurutnya, hal
tersebut merupakan langkah
tepat yang diambil oleh Partai
Demokrat.

“Soal rencana pertemuan
Mega dan SBY, menurut
saya, malah bagus,”
tutur Muslim Arbi, 7 .y
Rabu, 6 Sep- 44 N/
tember 2023. &1

Dia mem-
prediksi Meg- i
awati dan 4 -y
SBY akan
kembali
merajut
hubun-
g an
perte-

manan. Sehingga, keduanya bisa bergan-
dengan tangan dalam menghadapi Pilpres
2024.

Dia menuturkan, kala SBY memutuskan
untuk keluar dari pemerintahan Megawati
dan mencalonkan diri sebagai presiden
dengan wakilnya Jusuf Kalla, hal itu mem-
buat orang nomor sati di partai banteng itu
kecewa.

Berjalannya waktu, SBY dan Megawati
pun masih terlibat aktif dalam dunia perpoli-
tikan nasional. Apalagi, saat ini sudah me-
masuki tahun politik. Kedua tokoh ini pastin-
ya memiliki pandangan politik yang berbeda,
termasuk soal capres dan cawapres dari
partai masing-masing.

Sehingga, pertemuan tersebut bisa men-
jadi momentum untuk menyatukan per-
bedaan itu. Kata dia, SBY dan Mega akan
membahas mengenai dinamika politik
yang terjadi saat ini termasuk capres dan
cawapres.

“Bisa saja agenda utamanya adalah
memformat capres-cawapres dari PDIP-
Demokrat,” ucap Muslim Arbi.

Dia menilai, kemungkinan besar perte-
muan SBY dan Megawati itu untuk meng-
godok duet pasangan Ganjar Pranowo-
AHY di Pilpres 2024. Menurut Muslim Arbi,
Ganjar dan AHY merupakan pasangan
yang saling melengkapi.

“Bisa jadi PDIP-Demokrat akan pasang-
kan Ganjar-AHY,” kata Musim Arbi.

Dia mengatakan, keretakan yang terjadi di
internal Koalisi Perubahan membuat Partai
Demokrat berpikir rasional. Partai Demokrat
pastinya tidak ingin lagi dikecewakan.
Sebab, munculnya duet Anies Baswedan

dengan Muhaimin Iskandar yang se-
cara tiba-tiba diputuskan
itu telah mer-
untuhkan
keper-
cayaan

Par-

“Bisa saja agenda

utamanya adalah mem-
format capres-cawapres
dari PDIP-Demokrat”

Muslim Arbi

Demokrat terhadap Koalisi Perubahan.

“Rupanya itu jadi pukulan bagi SBY dan
Demokrat. Demokrat lalu keluar koalisi,
meski belakangan melunak. Jadi, saya kira
agenda utama rencana pertemuan Mega-
SBY adalah bisa jadi membicarakan ren-
cana koalisi PDIP-Demokrat,” sambungnya.

Sementara itu, analis politik dari Citra In-
situte, Efriza, menuturkan, duet pasangan
Ganjar-AHY akan mengubah peta politik
yang terjadi saat ini. Bahkan, akan menge-
jutkan koalisi yang saat ini sudah terbentuk,
seperti Koalisi Indonesia Maju dan Koalisi
Perubahan.

“Partai Demokrat jika berkoalisi dengan
PDIP akan menjadi sebuah ekspresi kek-
aguman. Ini adalah Koalisi Persatuan In-
donesia, layaknya sila ketiga, koalisi terbaik
di era reformasi selama terjadinya pilpres,”
kata Efriza.

Dia menilai, duet Ganjar-AHY sebenarnya
amat dinantikan oleh masyarakat. Dia mem-
prediksi bahwa pasangan tersebut juga
akan mendapatkan dukungan yang besar
dari masyarakat.

Dia meyakini, Ganjar-AHY bisa melan-
jutkan program dan pembangunan yang
sudah dilakukan pemerintahan Presiden
Joko Widodo dan Wakil Presiden Maruf
Amin selama menjabat. Apalagi, SBY dan
Megawati juga pernah menduduki kursi RI-
1. Sehingga, kedua tokoh tersebut dapat
saling berkolaborasi untuk pembangunan
Indonesia ke depannya.

“Ini menunjukkan pemerintahan akan
berjalan berkelanjutan, tidak ada lagi pilah
dan pilih kebijakan, seperti ini milik Partai
Demokrat dan ini karya PDIP. Artinya be-
berapa proyek mandek bisa dilanjutkan,”
terang Efriza.

Dia juga menilai sosok
AHY memang diperhitung-
kan oleh PDIP. Sebab,
AHY masuk bursa kandi-

dat cawapres potensial
Ganijar Pranowo. Tidak

hanya itu, Megawati
juga telah memberi-
kan lampu hijau bagi

Partai Demokrat jika
ingin berkoalisi den-
gan PDIP.

“Kedua partai ini
sama-sama beruntung,

karena PDIP bisa
— melakukan
suk-

PELUANG GANJAR-AHY
TERGANTUNG MEGA-SBY

sesi kepemimpinan,” tutur Efriza.

Efriza menambahkan, Ganjar-AHY juga
akan membuat anak-anak muda antu-
sias untuk ikut dalam partisipasi di Pilpres.
Sebab, keduanya capres dan cawapres
yang didukung oleh kalangan muda.

“Keduanya juga dalam kapasitas elekta-
bilitas sama-sama tinggi, akan saling men-
guatkan antar capres dan cawapres,” jelas
Efriza.

Dia meyakini jika koalisi PDIP-Demokrat
terwujud, kemungkinan besar Presiden
Jokowi akan mendukung penuh duet Ganjar
Pranowo-AHY di Pilpres. Hal ini juga akan
membuat getir duet pasangan lain.

‘Jika koalisi ini dapat terwujud, diyakini
Presiden Jokowi akan mendukungnya,”
ucap Efriza.

Selain itu, Jokowi juga pastinya akan per-
caya terhadap pasangan tersebut terkait
keberlanjutan program dan pembangunan
yang selama ini dikerjakan. “Sehingga bisa
memberikan hal positif atas kebijakan Joko-
wi saat ini,” kata Efriza.

Direktur Eksekutif Charta Politika, Yunarto
Wijaya, menilai Partai Demokrat akan lebih
condong berkoalisi ke PDIP usai menyata-
kan keluar dari Koalisi Perubahan.

Yunarto menganggap hal itu dapat diterka
dari pujian SBY terkait manuver PDIP lewat
pertemuan Ketua DPP PDIP, Puan Maha-
rani, dengan AHY beberapa waktu lalu.
Pujian tersebut terlontar dari SBY setelah
Demokrat dikhianati oleh Anies yang lebih
memilih Cak Imin.

“Kalau mau diterka dalam beberapa bu-
lan ke belakang, kita bisa menerka komuni-
kasi politik lebih banyak dilakukan dan yang
cukup mencengangkan adalah pertemuan
Mbak Puan dan Mas AHY. Sesuatu yang
dianggap tadinya oleh pengamat, kalangan
dunia politik hampir tidak mungkin dilakukan
karena sentimen sejarah tidak baik,” ujarn-
ya, Senin, 4 September 2023.

Selain pujian SBY terhadap pertemuan
Puan-AHY, Yunarto menganggap cuitan
SBY mengenai mimpinya tentang perte-
muan antara Megawati, Presiden Jokowi,
dan presiden ke-8 terpilih dalam sebuah
kereta api Gajayana menuju tempat tu-
juan masing-masing dapat diterka sebagai
dukungan terhadap Ganjar Pranowo.

“Saya pikir itu sebuah sikap pribadi yang
saya pikir akan tercermin juga di sikap Par-
tai Demokrat, arahnya lebih kepada koalisi
dengan kubu Mas Ganjar,” katanya.

Secara garis besar, Yunarto pun mengang-
gap Demokrat tidak bisa berlama-lama larut
dalam kekecewaan setelah Anies dipasang-
kan dengan Cak Imin oleh NasDem. Se-
hingga, dirinya mewanti-wanti agar Demokrat
segera bergabung di antara kubu koalisi
Prabowo atau Ganjar dalam rangka tidak luput
dalam pemberitaan terkait Pilpres 2024.

Tak hanya terkait Pilpres, jika me-

mang Demokrat akhirnya memutuskan

berkoalisi dengan PDIP, maka akan

terwujud pula rekonsiliasi antara SBY

dan Megawati yang dianggap

telah lama terjadi sejak Pemilu
2004.0RDO
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Penentuan sosok calon
wakil presiden yang akan
mendampingi Prabowo
Subianto pada Pilpres
2024 diperkirakan tak
luput dari bayang-bayang
pengaruh Presiden Joko
Widodo dan kelompok
Nahdlatul Ulama (NU).

rabowo diasosiasikan sebagai titi-

san Presiden Jokowi yang sudah

dua kali maju Pilpres dan menang

berturut-turut, sehingga tak bisa
lagi nyapres untuk ketiga kalinya, mengingat
UUD 1945 mengamanatkan masa jabatan
presiden dan wakil presiden hanya dua pe-
riode.

Indikasi kuat Prabowo merupakan wa-
jah lain Jokowi, dibuktikan dari visi misinya
hingga nama gerbong pengusungnya yang
semula bernama Koalisi Kebangkitan Indo-
nesia Raya (KKIR) berubaha tiba-tiba men-
jadi Koalisi Indonesia Maju (KIM), khususn-
ya ketika Partai Golkar dan PAN masuk ke
dalam barisan.

Pendiri lembaga survei KedaiKOPI,
Hendri Satrio, menilai, pencalonan
Prabowo di Pilpres 2024 jauh
berbeda dibandingkan dengan
Pilpres 2014 dan 2019. Saat
itu, Prabowo tidak sama sekali
diendorse oleh sosok kuat di
negeri ini.

“Karena ini kan Pak
Prabowo anak buahnya
Pak Jokowi. Dia nampa-
knya beberapa kali sulit
mencitrakan diri seba-
gai pemimpin parpol
yang independen, ka-
rena semuanya tergan-
tung Pak Jokowi. Has-
rat nyapresnya lebih
tinggi daripada hasrat
menjadi ketum (ketua
umum) vyang inde-
penden,” ujar Hendri
Satrio kepada Info In-
donesia, Jumat, 8 Sep-
tember 2023.

Dia menjelaskan, dari
tiga poros koalisi yang
terbentuk jelang Pilpres
2024, Jokowi

pal-

“Pak Erick itu bisa
langgeng menjadi

cawapresnya Pak Prabowo
bila diperintah oleh Pak

Jokowi”

Hendri Satrio

ing bisa mengendalikan poros koalisi pen-
dukung Prabowo. Sementara, barisan partai
politik yang mendukung Anies Baswedan
yaitu Koalisi Perubahan, dan koalisi PDIP
yang mengusung Ganjar Pranowo tidak
bisa dicampuiri.

“Saya percaya saat ini ada tiga partai
koalisi yang enggak bisa diatur Pak Jokowi.
Pertama PDI Perjuangan, kedua Nasdem,
dan ketiga PKB. Jadi kalau mau mengob-
rak-abrik sulit, karena PDIP tegak lurusnya
ke Bu Mega bukan ke Pak Jokowi. ltu mung-
kin yang dirasa tidak mengenakan buat Pak
Jokowi karena di Gerindra saja ketumnya
yang mau tegak lurus ke dirinya,” tuturnya.

Hensat meyakini, pengaruh Jokowi kepa-
da Prabowo bisa sampai menyentuh ranah
penentuan cawapres yang akan diusung
KIM. Pasalnya, dia melihat komposisi par-
pol yang ada di dalam koalisi ini merupakan
pendukung pemerintahan dengan nama
Kabinet Indonesia Maju.

Dia menyebutkan, Ketua Umum Par-
tai Golkar, Airlangga Hartarto, merupakan
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.
Kemudian, Ketua Umum Partai Amanat Na-
sional (PAN), Zulkifli Hasan, adalah Menteri
Perdagangan.

Memperhatikan hal tersebut, Hensat mey-
akini Golkar dan PAN menitipkan nama ke-
pada Pabowo untuk dipertimbangkan men-

jadi cawapresnya. Sebut saja Golkar
yang dalam kesepakatan
di Rakernasnya
mengamaraiken
Airlang-
ga se-
bagai

piLPres )
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PRABOWO PILIH ERICK THOHIR
PERINTRH JOKOWI, REBUT SUARA NU

capres atau cawapres. Sementara, PAN
mengusulkan nama Menteri BUMN, Erick
Thohir.

Mengenai peluang dua sosok tersebult,
Hensat menilai baik Airlangga maupun Erick
Thohir terbilang sebagai nama utama yang
dapat dipilih Prabowo karena berada dalam
perahu yang sama. Namun, persentasenya
punya perbedaan.

“Nampaknya, kalau masih ada Golkar, Er-
ick Thohir akan sulit menjadi cawapresnya
Pak Prabowo. Kenapa? Karena PAN sua-
ranya jauh lebih kecil dibandingkan Golkar.
Tapi, Pak Erick itu bisa langgeng menjadi
cawapresnya Pak Prabowo bila diperintah
oleh Pak Jokowi,” ucap Hensat.

Pengajar ilmu politik Universitas Para-
madina itu meyakini, Prabowo akan dibisiki
Jokowi untuk memilih Erick Thohir. Sebabn-
ya, kemungkinan sosok itu akan memenuhi
logistik yang diperlukan untuk pemenangan
Pilpres 2024. Namun, berbeda halnya jika
Prabowo memilih Airlangga, yang menu-
rutnya dari segi elektoral lebih mampu men-
dongkrak tapi tidak untuk logistiknya.

‘Jadi Pak Prabowo diperintahkan un-
tuk mengambil Erick, itu jadi dia menjadi
bacawapresnya Pak Prabowo. Tapi kalau
hitung-hitungan politk kan udah enggak
mungkin. Jadi, Pak Prabowonya diperintah
dan kemudian Airlangga juga diperintah,”
ungkapnya.

Bahkan, Hensat membedakan
kekuatan elektoral Erick Thohir
dengan putri Presiden keempat RI
Abdurrahman Wahid (Gus Dur),
Zannuba Ariffah Chafsoh alias
Yenny Wahid, yang beberapa
hari lalu bertemu dengan
Prabowo.

“Kalau pemilihan itu kan
enggak melulu tentang suara,
tapi juga ada logistiknya.
Kalau logistik, Erick Thohir
dipersepsikan lebih kuat
dibanding Yenny Wahid. \:
Tapi kalau secara suara,

Erick Thohir ketinggalan
sama Yenny Wahid. Erick
Thohir kan enggak punya
massa. Jadi Banser juga baru
kemarin,” tegasnya.

Sementara, Ketua Rel-

awan Prabowo Mania 08, Immanuel Eben-
ezer, tak memungkiri peluang Prabowo me-
milih Erick Thohir sangat terbuka. Pasalnya,
dari beberapa nama yang santer beredar
juga terdapat nama mantan pemilik klub
sepak bola Italia Inter Milan itu.

“Kemungkinan itu kan selalu ada. Ke-
mungkinan Erick Thohir, kemungkinan
saya, kemungkinan Budiman Sudjatmiko,
kemungkinan siapapun, kemungkinan Mas
Ganjar. Segala kemungkinan terbuka,” ujar
Immanuel Ebenezer kepada Info Indonesia.

Dia menjelaskan, Prabowo punya penila-
ian tertentu dalam menentukan sosok yang
cocok mendampinginya sebagai cawapres
di Pilpres 2024. Salah satunya adalah terkait
komitmen mengawal keberlanjutan pem-
bangunan yang telah dilakukan pemerinta-
han Presiden Jokowi yang selama dua pe-
riode menjabat.

“Yang jelas, kami berharap siapapun pen-
damping Pak Prabowo itu bisa menambah
elektoral, selain punya komitmen untuk
punya totalitas dan loyalitas di pemerinta-
han Pak Prabowo di 2024 nanti, selain Pak
Prabowo ada (tugas) juga menjaga legacy
program Pak Jokowi yang tersisa. Kita kan
pendukung Pak Jokowi,” ucap mantan Ak-
tivis 98 itu.

“Kan kita bukan bicara tentang kekua-

saan. Kita bicara ten-

tang cita-cita, kita
bicara tentang
demokrasi,
jadi kita ke-
samping-
kan urusan
kekuasaan.
Yang kita
tonjolkan
ke depan
itu adalah
program
dan gaga-
san terkait

Indonesia,

persatuan
Indonesia,
atau  Indo-
nesia bicara
rekonsiliasi,”
tandasnya.
®RDO




“Komisioner ini betul-betul jangan
sampai dituding sebagai perpanjan-
gan tangan siapapun. Sekali muncul,
akan terstigma mereka tidak dit-
erima, dan ini bisa menjadi investasi
ketidapercayaan dan menimbulkan
sengketa Pemilu”

Prof. Siti Zuhro.
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NGGAK AKUR-AKUR
BAWASLU-KPU TERUS SALING LAPOR

slu yang disebut sebagai pihak Pengadu luruh pimpinan KPU, karena adanya Silon saling menguatkan, saling mengoreksi

Pelaksanaan Pemilu
Serentak 2024 hingga
150-an hari menuju
pencoblosan masih saja
diwarnai silang sengketa
antara Badan Pengawas
Pemilu (Bawaslu) den-
gan Komisi Pemilihan
Umum (KPU).

barat dua sisi mata uang, tugas dan

fungsi KPU adalah panitia penyeleng-

garaan pesta demokrasi yang dipelototi

oleh Bawaslu guna memastikan Pemilu
berjalan sesuai prinsip-prinsip konsitusional,
yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur
dan adil (Luber Jurdil).

Dalam beberapa kali tahapan krusial
Pemilu Serentak 2024, Bawaslu dan KPU
kerap memunculkan perseteruan pendapat.
Sebut saja yang baru-baru ini terjadi dalam
tahapan pencalonan anggota legislatif di
DPR RI, DPD RI, hingga DPRD Provinsi dan
Kabupaten/Kota.

Dalam tahapan itu, Bawaslu merasa di-
jegal kinerja pengawasannya oleh KPU.
Sebab, sistem informasi pencalonan (Silon)
yang dimanfaatkan KPU sebagai instrument
pendaftaran hingga verifikasi data serta
dokumen persyaratan bakal calon anggota
legislatif (caleg) dibatasi, bahkan ditutup ak-
sesnya.

Setelah hampir lima kali berkirim surat ke
KPU untuk permohonan membuka akses
Silon, Bawaslu tak mendapat respon yang
sesuai harapannya. Alih-alih, justru 9.919
nama bakal caleg ditetapkan masuk ke
dalam daftar calon sementara (DCS) tanpa
ada pengawasan melekat dari pengawas
Pemilu.

Karena dirasa menyalahi aturan, akhirnya
Bawaslu memilih mengadukan KPU
akibat pembatasan akses Silon
ke Dewan Kehormatan Pe-
nyelenggara Pemilu (DKPP),
dengan dugaan pelangga-
ran kode etik penyeleng-
gara pemilu (KEPP).

Sidang perkara yang
diadukan Bawaslu terse-
but digelar pada Senin,
4 September 2023, dan
dihadiri oleh 7 Anggota
KPU yang antara lain
Hasyim Asyari sebagai
Ketua, serta 6 ketua di-
visi yakni Idham Holik,
August Mellaz, Yulianto
Sudrajad, Mochammad
Afifuddin, Betty Epsilon
Idroos, dan Parsadaan Hara-
hap. Mereka disebut sebagai
Teradu | hingga Teradu VII.

Sementara, dari Bawa-

di antaranya hadir Ketua Bawaslu Rahmat
Bagja yang didampingi oleh Anggota Ba-
waslu yang menjabat Koordinator Divisi
Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan
Hubungan Masyarakat Lolly Suhenty, serta
Anggota Bawaslu yang menjabat Koordina-
tor Divisi Hukum dan Penyelesaian Seng-
keta Totok Hariyono.

Dalam momen tersebut, Ketua KPU
Hasyim Asyari membantah membatasi Si-
lon kepada Bawaslu, dengan mengklaim
mengikuti aturan hukum terkait perlind-
ungan data pribadi masyarakat, sehingga
akses Silon kepada Bawaslu tidak dibuka
maksimal, melainkan hanya diberikan ketika
ditemukan dugaan pelanggaran.

“Tidaklah benar jika para Teradu (KPU) di-
anggap melakukan pembatasan para Pen-
gadu (Bawaslu) ihwal data dan dokumen
bakal calon anggota DPR dan DPRD. Mes-
tinya para Pengadu memahami langkah-
langkah para Teradu dalam konteks men-
jalankan prinsip kehati-hatian dalam rangka
menjaga data dan dokumen bakal calon
anggota DPR dan DPRD. Kebijakan yang
dimaksud juga berlaku pada Pemilu 2019
ketika saya sebagai teradu juga menjadi
bagian dari anggota KPU untuk menyeleng-
garakan Pemilu 2019,” ucap Hasyim di ha-
dapan Majelis siding yang dipimpin Ketua
DKPP, Heddy Lugito.

Sementara, Ketua Bawaslu Rahmat
Bagja bersikukuh KPU tidak menjalankan
tugas sesuai PKPU 10/2023 tentang Pen-
calonan Anggota Legislatif, serta disebut
melaksanakan tahapan di luar program dan
jadwal tahapan pemilu sebagaimana
diatur dalam ketentuan UU Pemilu,
Peraturan PKPU 3/2022 ten-
tang Tahapan dan Jadwal
Penyelenggaraan Pe- ‘/ .
milihan Umum. r

Karenanya, dia mem- [: ;
inta kepada DKPP agar

menjatuhi huku-
man tegas

kepada

dalam tahapan pencalonan anggota leg-
islatif oleh KPU. “Memohon kepada DKPP
memberikan sanksi pemberhentian semen-
tara kepada,” pinta Bagja saat membacakan
petitumnya dalam persidangan.

Yang menarik, dalam sidang tersebut juga
dihadirkan mantan Ketua Bawaslu periode
2013-2017 yang juga Ketua DKPP periode
2017-2022, Prof. Muhammad, yang bertin-
dak sebagai saksi ahli menjelaskan tentang
kedudukan hukum KPU, Bawaslu, dan juga
DKPP dalam sistem ketata negaraan di In-
donesia dalam hal Pemilu.

“Penyelenggara pemilu adalah lembaga
yang menyelenggarakan pemilu yang ter-
diri dari KPU, Bawaslu, dan DKPP seba-
gai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan
pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD,
presiden dan wakil presiden, dan untuk me-
milih DPD secara langsung oleh rakyat, UU
7/2017 tentang Pemilu Pasal 1 angka 7,” urai
Prof. Muhammad.

Makna satu kesatuan fungsi penyeleng-
gara Pemilu itu adalah antara KPU, Bawa-
slu, dan DKPP memiliki prinsip atau nilai ke-
setaraan dan kesamaan dalam satu tujuan,
yaitu menyelenggarakan pemilu. Walalupun
dalam praktik kerjanya terdapat karakteristik
fungsi masing-masing.

“KPU konsen pada tata kelola teknis
pemilu, Bawaslu konsen pada tata kelola
pengawasan pemilu, dan DKPP konsen
pada tata kelola perilaku penyelenggara
pemilu,” sambungnya.

Dari situ, dia menyatakan bahwa ketiga
lembaga penyelenggara pemilu itu memi-

liki prinsip atau nilai kesetaraan

atau kesamaan dalam

mewujudkan proses

\ dan hasil pemilu yang

sesuai azas konstitu-

sional, sebagai had-

irnya tanggung jawab

bersama atau kole-
ktif.

“Untuk  mewu-
judkan efektivitas
tanggung  jawab
kolektif tersebut,
secara khusus KPU
dan Bawaslu perlu
untuk saling terbuka,
saling  mendukung,
saling bantu mem-

bantu, saling me-
lengkapi,

dalam makna positif,” tuturnya.

Oleh karena itu, Prof. Muhammad me-
mandang KPU dan Bawaslu seharusnya
saling berkolaborasi untuk mewujudkan
Pemilu yang berintegritas di 2024. Bukan
justru seperti berkontestasi dan makin
memperkeruh suasana politik menjadi se-
makin tak menentu dengan silang sengketa
permasalahan hukum di antara keduanya.

“Pembatasan durasi sekitar 15 menit
pada tahap verifikasi administrasi kurang
atau tidak memadai untuk mendapatkan
hasil pengawasan yang cermat, kredibel
dan akuntabel. Idealnya, durasi ditambah
atau tetap ditentukan durasi waktunya. Ka-
rena, KPU berkepentingan memastikan ter-
laksananya PKPU terkait jadwal, program
dan tahapan memenuhi azas kepastian hu-
kum,” ungkapnya.

“UU 14/2008 tentang Keterbukaan Infor-
masi Publik yang menjadi argumentasi KPU
dalam membatasi akses Silon tidak tepat
jika diberlakukan pula kepada Bawaslu se-
bagai bagian integral penyelenggara Pemi-
lu. Pembatasan akses Silon atas data dan
dokumen persyaratan pencalonan hanya
diberlakukan kepada pihak publik luar pe-
nyelenggara Pemilu,” tegas Prof. Muham-
mad.

Cara pandang pelaksanaan pemilu yang
berintegritas bermula dari profesionalitas para
penyelenggara pemilu juga datang dari Peneliti
Utama Bidang Politik Badan Riset dan Inovasi
Nasional (BRIN), Prof. Siti Zuhro.

Belakangan ini, dia memperhatikan pelak-
sanaan tahapan Pemilu 2024 dihantui men-
ingkatnya ketidakpercayaan publik terhadap
KPU, Bawaslu, dan DKPP yang diisukan
berkelindan dengan partai politik yang nota-
bene sebagai kontestan pemilu.

“Terus terang, penyelenggara sudah
membuat catatan tesendiri, bermasalah
dengan parpol. Parpol yang diuntungkan,
dan publik yang sudah menaruh trust-nya
berkurang atau public distrust, dan itu bisa
akumulatif. Tolonglah penyelenggara pemi-
lu (yang di antaranya) KPU, Bawaslu, dan
DKPP itu berfungsi efektif, melakukan tusi-
nya secara profesional, jangan partisan,”
ujar Siti Zuhro dalam diskusi KedaiKOPI di
bilangan Jakarta Pusat, Kamis, 8 Septem-
ber 2023.

Sosok yang kerap disapa Mbak Wi itu
menyayangkan kualitas kepemimpinan
lembaga penyelenggara pemilu sekarang
semacam ikut berkontestasi dengan peser-
ta pemilu. Padahal, kepemimpinan KPU dan
Bawaslu yang terpilih dari hasil seleksi saat
dirinya ikut menjadi tim seleksi, tidak pernah

macam-macam atau aneh-aneh dalam
menjalankan tugasnya.
“Saya ini mantan Timsel KPU dan
Bawaslu tahun 2013 dan 2014. Alham-
dulillah enggak ada yang dipenjara,
karena saya comel banget, vocal
. poinnya Timsel. Jadi kalau tim-
N selnya partisan, maka ang-
gotanya kacau. Ini saya ser-
ing mendengarkan bukan
hanya dari teman-teman
media, tapi juga di kam-
pus,” ucapnya.®RDO



“Kami lihat (rencana) itu

: cukup rasional sepanjang

| KPU siap untuk menger-
jakan, mereka merasa

, mampu, why not di bulan
y . September”

Tito Karnavian
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PILKADA DIMAJUKAN,
KPU MINTA TAMBAH ANGGARAN

Belakangan ini isu Pe-
milihan Kepala Daerah
(Pilkada) Serentak 2024
dimajukan mencuat ke
publik. Komisi Pemilihan
Umum (KPU) bahkan
sudah menyatakan kesia-
pan jika ada aturan yang
jelas.

unculnya wacana memajukan

jadwal pelaksanaan Pilkada

2024 awalnya datang dari ang-

gota Komisi Il DPR dari Fraksi
Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani
Ali Sera. Dia menyebutkan pemerintah
berencana menerbitkan Perppu tentang
Pilkada.

Mardani menyebutkan, secara resmi
pemerintah belum menyerahkan draf
Perppu Pilkada itu ke DPR. Meski de-
mikian, sudah ada pembicaraan informal
terkait Perppu ini.

Dia mengaku belum tahu secara detail
isi Perppu Pilkada itu nanti. Meski demiki-
an, poin pentingnya yaitu hari pemungutan
suara Pilkada 2024 akan dipercepat dua
bulan.

“Kalau secara umum sih tadi, dari No-
vember (2024) mau ditarik ke September
(2024). Alasannya dua. Satu ingin keser-
entakan, jadi kalau bisa pelantikannya di
awal 2025, semuanya. Yang kedua, KPU
mengatakan bisa untuk melakukan ar-
rangement (susunan) prosesnya,” ujar
Mardani, 29 Agustus 2023.

Komisioner KPU, Mochammad Afifud-
din, menyatakan pihaknya siap menggelar
Pilkada Serentak 2024 pada Septem-
ber apabila memang diperintahkan oleh
Perppu Pilkada. Kendati begitu, KPU men-
gakui bahwa beban kerja akan bertambah.
Pasalnya, tahapan akhir Pemilu 2024 akan
berlangsung bersamaan dengan tahapan
awal Pilkada 2024.

Ketua KPU, Hasyim Asy’ari, menyata-
kan pihaknya sudah menyiapkan langkah-
langkah simulasi apabila Pilkada 2024
dipercepat dua bulan.

“Sudah (siapkan simulasi apabila Pilka-
da 2024 dipercepat dua bulan) karena
KPU pelaksana undang-undang. Jadi,
apapun ketentuan undang-undangnya,
KPU harus siap,” ujar Hasyim.

Hasyim berpendapat, pada dasarn-
ya tidak ada permasalahan yang be-
rarti apabila pelaksanaan pemungu-
tan suara Pilkada 2024 dipercepat
dua bulan. Dia menjelaskan, hasil
Pileg 2024 sudah harus ditetap-
kan oleh KPU pada 20 Maret
2024. Oleh sebab itu, pada
saat itu sudah dapat dihi-
tung perolehan kursi mas-
ing-masing partai politik di
DPRD.

“Jadi sudah ketahuan

partai mana yang bisa sendirian men-
calonkan kepala daerah yang punya kursi
minimal 20 persen di DPRD masing-mas-
ing, mana yang belum sehingga perlu kual-
ifikasi dan sebagainya. Sesungguhnya dari
situ sudah bisa diketahui karena sidang di
MK hasil pemilu DPR, DPRD provinsi dan
kabupaten/kota kecenderungannya antar
calon di awal-awal. Jadi suara akumulasi
partai kan tidak berpengaruh,” jelas Hasy-
im.

Meski begitu, Hasyim juga meminta
pemerintah memberikan dukungan teknis
dan anggaran agar penyelenggara pemilu
dapat melaksanakan seluruh tahapan
pilkada dengan optimal.

Ketua Bawaslu, Rahmat Bagja, tidak
mempersoalkan wacana Pilkada 2024
dimajukan, namun keputusan itu harus
ditetapkan melalui peraturan perundang-
undangan. Sebagai lembaga penyeleng-
gara Pemilu, Bawaslu akan tetap memban-
gun komitmen untuk mematuhi perintah
UU, termasuk jika Pilkada dimajukan.

“lya begitu diperintahkan UU, siap tidak
siap Bawaslu harus siap,” kata Bagja, Ju-
mat, 8 September 2023.

Bagja berharap, sebelum putusan
itu direalisasikan, pemerin-
tah dapat melakukan
langkah mitigasi
mengenai potensi
risiko yang akan
muncul  apabila
Pilkada  dimaju-
kan. Salah sa-
tunya persiapan
Naskah Perjan-
jian Hibah Dae-
rah (NPHD) yang
harus diselesai-
kan dalam rang-
ka  membantu
pelaksaan teknis
di lapangan.

Menurut Bagja, ke-
siapan untuk menga-
lokasikan NPHD kepada
pemerintah daerah dilaku-
kan agar penyelenggara
Pemilu dapat
fokus

pelaksanaan teknis yang dibantu pemerin-
tah daerah.

Selain itu, Bagja memastikan, pihaknya
bakal melakukan langkah mitigasi apabila
wacana Pilkada dimajukan terealisasikan.
Langkah mitigasi harus dilakukan un-
tuk mencegah risiko yang muncul terkait
teknis penyelenggaraan Pilkada.

“Jadi pasti kami akan membuat langkah
mitigasi terhadap beberapa persoalan
yang nanti mungkin muncul. Ini yang perlu
dipersiapkan,” tegas Bagja.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian
merespons positif rencana memperce-
pat pelaksanaan Pilkada Serentak 2024,
dari awalnya November menjadi Septem-
ber 2024. Menurut dia, rencana tersebut
cukup rasional asalkan KPU sanggup mel-
aksanakannya.

“Di mana posisi Kemendagri? Kami lihat
(rencana) itu cukup rasional sepanjang
KPU siap untuk mengerjakan, mereka
merasa mampu, why not di bulan Septem-
ber,” kata Tito di Kantor Kemendagri, Ja-
karta, Selasa, 5 September 2023.

Tito mengatakan, pihaknya sudah
mendiskusikan rencana mempercepat
Pilkada ini dengan KPU. KPU mengaku
bisa mengatur skenario tahapan
yang memungkinkan hari
pencoblosan Pilkada Ser-
entak pada September
2024.

Mantan kapolri itu
) menjelaskan, rencana
I} mempercepat Pilkada
Serentak 2024 men-
jadi September
cukup rasional ka-
rena bisa mewujud-
kan keserentakan
pelantikan. Dengan
asumsi terjadi seng-
keta hasil pilkada di se-
| jumlah daerah selama
tiga bulan, maka se-
mua perkara su-
dah tuntas pada

MR\

akhir Desember dan semua kepala daerah
terpilih bisa dilantik pada 1 Januari 2025.

Menurut dia, keserentakan pelantikan ini
penting untuk memastikan rencana pem-
bangunan kepala daerah sejalan dengan
rencana pembangunan presiden baru.
Sebagai catatan, presiden terpilih hasil
Pilpres 2024 akan dilantik pada Oktober
2024.

“ltu (pelantikan kepala daerah secara
serentak pada 1 Januari 2025) hanya ber-
jarak dua bulan dengan pelantikan pres-
iden. Sehingga, mereka (presiden dan
kepala daerah) bisa paralel. Jadi sistem
pemerintahan kita, pembangunan kita lima
tahun ke depan akan lebih sinkron,” ujar
Tito.

Tito menambahkan, mempercepat
gelaran pilkada ke September 2024 juga
bisa mencegah seluruh wilayah Indonesia
dipimpin oleh penjabat gubernur, bupati,
dan wali kota. Kepemimpinan penjabat di
seluruh wilayah Tanah Air dikhawatirkan
kurang efektif karena kewenangan mereka
tidak sebesar kepala daerah defenitif.

Sebagai catatan, pelaksanaan Pilkada
Serentak 2024 menyebabkan kekosongan
kursi kepala daerah. Pada 2022, terda-
pat 101 kepala daerah yang habis masa
jabatannya, lalu posisi mereka diganti-
kan oleh penjabat hingga kepala daerah
definitif hasil Pilkada 2024 dilantik.

Pada 2023, total terdapat 173 daerah
yang akan dipimpin penjabat. Pada De-
sember 2023, terdapat 270 kepala daerah
yang habis masa jabatan.

Tito menjelaskan, apabila hari pen-
coblosan Pilkada Serentak 2024 digelar
sesuai rencana awal, yakni 27 November
2024, maka ada potensi kepala daerah ter-
pilih baru bisa dilantik pada sekitar Febru-
ari 2025. Sebab, rata-rata jarak antara hari
pencoblosan dan pelantikan sekitar tiga
bulan, karena ada sengketa hasil serta
proses penetapan oleh KPU.

Ketika kepala daerah definitif hasil Pilka-
da 2024 baru dilantik pada Februari 2025,
tentu harus ada 270 penjabat kepala dae-
rah untuk mengisi kekosongan yang terjadi
sejak mereka habis masa jabatan pada
Desember 2024. “Risikonya kan pada
1 Januari 2025 harus diisi penjabat,”
ujarnya.

Saat 270 daerah dipimpin oleh
penjabat pada 1 Januari 2025,
hal itu berarti hampir se-
mua daerah di Indonesia

dipimpin oleh pejabat
sementara. Tito men-
gatakan, hal itu bisa
dicegah apabila hari
pencoblosan Pilka-
da Serentak 2024
dimajukan ke Sep-
tember  karena
kepala daerah
terpilih diperkira-
kan sudah bisa
dilantik pada 1
Januari 2025.
®RDO
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ROHIDIN MERSYARK
TOLAK NYALEG DEMI CAGUB

Peta politik jelang Pemili-
han Gubernur Bengkulu
2024 menjadi semakin
ramai dengan munculnya
sejumlah tokoh yang
mendeklarasikan pen-
calonan mereka. Namun,
yang masih menggan-
tung adalah kelanjutan
karir politik sang peta-
hana, Rohidin Mersyah.

iketahui Rohidin Mersyah masih
mempunyai peluang untuk men-
calonkan diri sebagai gubernur
Bengkulu pada 2024. Hal ini
dikarenakan masa jabatannya sebagai
gubernur Bengkulu definitif pada periode
2016-2021 kurang dari 2 tahun 6 bulan,
sehingga dihitung sebagai satu periode.

Juru Bicara Rohidin Mersyah, Zulkar-
nain Kaka Jodho, mengungkapkan, hing-
ga saat ini belum ada pernyataan resmi
mengenai rencana kelanjutan karir politik
Rohidin Mersyah.

Zulkarnain menegaskan, saat ini, Rohi-
din masih sepenuhnya fokus pada penye-
lesaian masalah-masalah dan pembangu-
nan Bengkulu.

“Sampai sekarang Pak Gubernur be-
lum mempertimbangkan untuk maju kem-
bali. Beliau masih berkomitmen untuk
menyelesaikan berbagai permasalahan
dan melanjutkan pembangunan Bengkulu
yang masih tersisa hingga akhir tahun ini,”
ungkapnya belum lama ini.

Di sisi lain, Rohidin Mersyah telah
menyatakan tidak ingin melirik Pemilihan
Legislatif (Pileg) 2024. Saat ini, dia masih
fokus dalam menjalankan tugasn-
ya sebagai pimpinan daerah.

“Saya kalau Pileg sudah
dipastikan enggak, kalau
pilkada, jawaban politik saya
masih lihat situasi. Karena
bagi saya, pimpinan di dae-
rah itu potensi orang lain
juga banyak, “ kata Rohidin.

Saat dikonfirmasi men-
genai rencananya untuk
kembali maju di Pilgub
2024, Rohidin enggan
berkomentar banyak. Na-
mun, satu hal yang dipas-
tikan oleh politisi Golkar ini
adalah dirinya tidak akan
maju sebagai calon ang-
gota legislative (caleg).

“Jawaban
politik saya
masih
lihat
sit-

uasi nanti. Saya juga sudah mencoba
menduduki jabatan gubernur dan menun-
jukkan karya dan kemampuan saya sudah
terukur. Nanti saya akan lihat, kalau Pileg
sudah pasti tidak,” jelas dia.

Tidak hanya itu, Rohidin Mersyah me-
nyoroti potensi kerja sama antara partai
politik dalam Koalisi Kebangkitan Indone-
sia Raya (KKIR) yang mungkin akan ber-
lanjut ke Pilkada Serentak 2024.

Kemungkinan  adanya  kolaborasi
antara Rohidin dan Helmi dalam konteks
ini tampaknya dapat terjadi setelah DPP
Golkar dan PAN secara resmi mendukung
Prabowo Subianto sebagai calon presiden
pada Pemilu 2024.

Menurut Rohidin Mersyah, peluang ini
sangat besar, terutama dalam konteks pe-
milihan kepala daerah. Bahkan, peluang
ini tetap besar, bahkan untuk partai-partai
yang belum berkoalisi, terutama jika mere-
ka sudah bersatu dalam DPP.

“Oh sangat besar, besar kemungkinan
(Golkar Bengkulu bergabung dengan par-
pol di KKIR) pada pemilihan kepala dae-
rah, bahkan dengan yang belum berkoalisi
pun untuk bersatu itu sama besarnya juga,
apalagi sudah berkoalisi di DPP,” kata Ro-
hidin Mersyah.

Dia juga menegaskan, komunikasi
yang lebih baik antara partai politik dalam
koalisi tersebut akan menjadi potensi be-
sar ketika mereka melanjutkan kerja sama
dalam Pilkada. Termasuk kemungkinan
Golkar bermitra dengan PAN dalam Pilka-
da Bengkulu 2024.

“Semua kemungkinan itu da-
pat terjadi. Di dalam politik )
itu tidak ada yang tidak f=
mungkin, tinggal ter-
gantung situasi tera-
khir dan formulasi
yang terbaik,” kata
dia.

Saat ini, Rohidin
Mersyah menjabat

seba-

“Kami sudah mengan-
tongi nama-nama calon
dan sudah pasti itu salah
satunya dari kader kita,”

terangnya.

Suharto

Bengkulu dan kemungkinan besar akan
menjadi pasangan Helmi Hasan, yang tel-
ah menjabat sebagai Wali Kota Bengkulu
selama dua periode pada Pilgub Bengkulu
2024.

Rohidin menyatakan, semua kemungki-
nan ini bisa terjadi dalam politik, dan kepu-
tusan akhir akan bergantung pada situasi
terakhir dan formulasi terbaik yang ada.

Penting untuk dicatat bahwa Rohidin
Mersyah dan Helmi Hasan sebelumnya
bersaing dalam Pemilihan Gubernur
Bengkulu pada 2020. Saat itu, Rohidin
berpasangan dengan Rosjonsyah, se-
mentara Helmi Hasan berpasangan den-
gan almarhum Muslihan DS.

Sementara, Wali Kota Bengkulu, Hel-
mi Hasan, belum memutuskan apakah
dia akan mencalonkan diri dalam Pilgub
Bengkulu 2024 atau tidak. Meski begitu,
Helmi menyatakan kesiapannya untuk
bertarung dalam Pilgub Bengkulu jika
masyarakat memilihnya sebagai kandidat.

Mengenai  kemungkinan  pencalo-
nannya sebagai gubernur, Helmi meng-
isyaratkan bersedia bertarung dalam
kontestasi tersebut dengan syarat bahwa
ada permintaan dan dukungan kuat dari
masyarakat.

“Keputusan untuk ikut atau tidak dalam
Pilgub mendatang bergantung pada ke-
inginan masyarakat. Jika masyarakat me-
minta dan mencalonkan, saya akan siap,”
ujarnya.

Helmi menjelaskan, dalam Pemilu ini,
PAN berkomitmen untuk memberikan

yang terbaik untuk rakyat Bengkulu.
Salah satu komitmen
tersebut adalah
memastikan
perbaikan

jalan-jalan di Bengkulu, sehingga tidak
ada lagi jalan rusak seperti kubangan ker-
bau. Selain itu, mereka juga berkomitmen
untuk menyediakan layanan ambulance
gratis dan memberikan bantuan kepada
anak-anak yatim.

“Saya memberikan satu syarat ke-
pada masyarakat Bengkulu jika mereka
ingin melihat saya maju sebagai calon
gubernur pada Pilgub 2024 nanti. Salah
satunya adalah PAN harus meraih keme-
nangan dalam Pemilu 2024 dan memper-
oleh setidaknya 7 kursi serta memimpin di
DPRD,” jelas Helmi.

Sementara itu, Partai Gerindra juga
sudah menyiapkan nama calon gubernur
Bengkulu meskipun Pilkada baru akan di-
gelar pada 27 November 2024.

Ketua DPD Partai Gerindra Bengkulu,
Suharto, mengatakan, sama seperti partai
politik lainnya, pihaknya sebenarnya be-
lum mengambil sikap untuk Pilgub Beng-
kulu 2024. Namun, Partai Gerindra telah
mengatur sejumlah strategi berkaitan den-
gan Pilgub yang akan diselenggarakan
setelah pemilu dan pilpres berlangsung.

Secara gamblang, Suharto mengata-
kan, strategi itu belum dapat disampaikan
ke publik. “Untuk Pilgub kita bicarakan
setelah Pileg dan Pilpres dulu. Setelah Pil-
pres dan Prabowo jadi presiden, maka kita
akan lakukan starteginya,” ujarnya.

Dia juga tak menampik sudah ada na-
ma-nama yang dikantongi Partai Gerindra
untuk menghadapi Pilgub Bengkulu 2024.
Nama-nama itu juga berasal dari kader-
kader terbaik Partai Gerindra yang dimiliki
saat ini.

“Kami sudah mengantongi nama-na-
ma calon dan sudah pasti itu salah
satunya dari kader kita,” terangnya.

Senada dengan Suharto, Ketua
DPW Partai Nasdem Bengkulu,
Fery Ramli, mengatakan, pihakn-
ya masih fokus untuk menghada-

pi Pileg 2024. Apalagi, pihaknya
akan menargetkan 7 kursi di
DPRD.

“Masalah pilkada kita belum
terpikir sejauh itu dan kita juga be-
lum menerima arahan dari DPP
Partai Nasdem. Tentunya kami
fokus bagaimana caranya Partai
Nasdem bisa mewakili Bengkulu
untuk duduk di DPR, sehingga ke

depan bisa ada perwakilan dari Beng-
kulu,” kata Ferry.® IRY
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“Jika Partai Golkar dapat

mengusung kader sendiri dan
meraih kemenangan dalam
Pileg 2024 nanti, tentu kami
berharap dapat mendukung

kader-kader kami”

Ikhsan
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SYAMSUAR-WARDAN

DITANTANG TOKOH BESAR

Pemilihan Kepala Daerah
(Pilkada) 2024 mencuat-
kan nama Gubernur Riau
Syamsuar sebagai peta-
hana yang secara tegas
diusung oleh Partai Gol-
kar Riau dan akan berpa-
sangan dengan Wardan.

amun, ada beberapa tokoh yang
juga diusung untuk maju dalam
Pilkada Riau 2024 dan men-
jadi lawan Syamsuar. Mereka
di antaranya Agung Nugroho, Achmad, M
Nasir, dan Bupati Bengkalis, Kasmarni.

Wakil Ketua DPD Partai Golkar Riau
Bidang Pemenangan Pemilu, Ikhsan,
menjelaskan, usulan ini diajukan dengan
asumsi partai beringin dapat mengusung
kader sendiri dalam Pilkada 2024 karena
memiliki 14 kursi di DPRD Riau.

“Jika Partai Golkar dapat mengusung
kader sendiri dan meraih kemenangan
dalam Pileg 2024 nanti, tentu kami ber-
harap dapat mendukung kader-kader
kami. Saat ini, kami fokus pada persiapan
untuk Pileg 2024,” ujar Ikhsan.

Ikhsan menjelaskan, usulan ini juga
merupakan respons terhadap dorongan

dan masukan dari kader-kader di bawahn-
ya, terutama terkait dengan kemungkinan
menggandeng Syamsuar dengan kader
Partai Golkar dalam Pilkada 2024. Oleh
karena itu, Wardan diusulkan sebagai
calon wakil gubernur.

“Usulan yang kami ajukan masih dalam
tahap survei dan identifikasi terhadap
kader-kader Golkar yang memiliki potensi
untuk menjadi kepala daerah atau wakil
kepala daerah di masa mendatang,” tam-
bahnya.

Meskipun Partai Golkar telah men-
calonkan Syamsuar dan Wardan sebagai
calon gubernur dan wakil gubernur Riau
pada Pilkada 2024, ada satu nama kader
yang tidak boleh diabaikan, yaitu Septina
Primawati Rusli.

Septina Primawati Rusli adalah istri dari
mantan politisi Partai Golkar dan mantan
Gubernur Riau selama dua periode, Rusli
Zainal. Perempuan ini juga pernah men-
jabat sebagai Ketua DPRD Riau.

Pengamat komunikasi politik, Aidil
Haris, menyebut, Septina Primawati Rusli
tidak boleh dilewatkan dalam Pilkada
2024. Meskipun Partai Golkar Riau terus
mengusung Syamsuar menduduki jabatan
tersebut untuk periode kedua.

“Saya melihat Golkar kehilangan ban-
yak tokoh, namun saat ini, jika ingin bersa-
ing, Septina adalah kandidat yang paling
berpotensi,” ujar Aidil.

Septina,
anak dari

tokoh Riau, Ismail Suko, dianggap layak
untuk dipertimbangkan, bukan hanya ka-
rena hubungannya dengan suaminya,
Rusli Zainal, tetapi juga karena dia telah
menarik perhatian Ketua DPW PPP Riau,
Syamsurizal, untuk menjadi pasangannya
dalam Pilgub Riau tahun depan.

“Ini sangat menarik, terutama ketika
ada minat dari Syamsurizal. Semua bisa
terjadi, tidak bisa diabaikan,” tambah Aidil.

Meski demikian, Aidil juga mengatakan
bahwa Septina Primawati Rusli mungkin
tidak akan dipilih oleh Partai Golkar seba-
gai calon gubernur, tetapi dia berpotensi
untuk pindah ke partai lain.

“Namun, tidak menutup kemungkinan
jika dia berhasil nanti, dia akan kembali ke
Partai Golkar,” katanya.

Sedangkan, Partai Demokrat ikut
mengambil langkah pencalonan kader
dalam posisi gubernur Riau 2024.

Ketua DPD Partai Demokrat Riau,
Agung Nugroho, menyatakan optimisme
partai berlambang mercy dalam persiapan
untuk berkompetisi dan memenangkan
Pilgub Riau 2024.

“Insya Allah, Demokrat Riau akan men-
gusung kader internal untuk Pemilihan
Gubernur Riau 2024,” ujar Agung.

Dalam survei internal yang dilakukan
oleh Partai Demokrat, terdapat tiga nama
kader yang masuk dalam pertimbangan
untuk diusung sebagai calon gubernur.
Ketiga kandidat tersebut adalah Agung
Nugroho, Achmad, dan M Nasir.

Agung menijelaskan, saat ini partai se-
dang mengevaluasi potensi dari masing-
masing kandidat sebelum mereka mem-
buat keputusan akhir.

“Ada tiganama yang masuk

dalam survei pemilihan gubernur, yaitu
saya sendiri, Agung Nugroho, Achmad,
mantan Bupati Rokan Hulu yang juga ang-
gota DPR, dan M Nasir yang juga anggota
DPR. Semua memiliki potensi yang baik,”
ungkap Agung.

Keputusan akhir mengenai siapa yang
akan diusung oleh Partai Demokrat Riau
akan ditentukan oleh Ketua Umum Partai
Demokrat.

“Nanti akan ditentukan oleh Ketua
Umum dengan salah satu faktor pertim-
bangan adalah hasil survei internal,” tam-
bah Agung.

Selain keempat tokoh yang disebutkan
sebelumnya, saat ini nama Bupati Bengka-
lis, Kasmarni, juga tengah menjadi perbin-
cangan hangat di kalangan masyarakat
sebagai kandidat potensial yang dapat
diusung dalam Pilgub Riau 2024.

Seniman, budayawan, dan politisi sen-
ior Riau, Akhmad RM, mengungkapkan,
Kasmarni merupakan kandidat yang pan-
tas dipertimbangkan dan memiliki potensi
untuk menjadi calon gubernur Riau.

“Selama kepemimpinannya di Bengka-
lis, dia telah berhasil menjalankan pemer-
intahan dengan baik, tidak menimbulkan
masalah atau gejolak seperti yang terjadi
pada masa pemerintahan sebelumnya,”
ujar Akhmad.

Mantan Ketua Umum Dewan Kes-
enian Riau (DKR) ini juga menyarankan,
agar Kasmarni mencari calon wakil gu-
bernur dari daerah Riau daratan, sep-
erti Indragiri, Pekanbaru, Kampar, dan
wilayah lainnya.

“Sebagai saran dari saya, wakil guber-
nur yang dapat dipertimbangkan berasal
dari daerah Riau daratan, seperti Indragiri
Hilir atau Kampar, yang memiliki dukun-
gan pemilih terbanyak kedua dan ketiga di
Provinsi Riau,” tambah Eddy.®IRY
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\ PENGGANTI HARNOJOYO
BEREBUT POPULARITAS

Wali Kota Palembang, Harnojoyo, akan
segera mengakhiri masa jabatannya sete-
lah memimpin selama satu dekade. Seta-
hun jelang Pemilihan Wali Kota Palem-
bang, sejumlah nama potensial muncul
sebagai calon pengganti Harnojoyo.

eberapa nama memiliki peluang besar untuk maju se-
bagai calon wali kota Palembang. Mereka di antaranya
Wakil Wali Kota Palembang, Fitrianti Agustinda; Sek-
retaris Daerah Kota Palembang, Ratu Dewa; Mantan
Sekretaris Daerah Sumsel, Nasrun Umar; Kepala Dinas PU Perkim
Sumesel, Basyaruddin Ahmad; serta Charma Afrianto dan Akbar Alfaro.
Keenam kandidat calon wali kota Palembang ini memiliki elektabili-
tas yang semakin tinggi. Tapi siapa yang paling kuat untuk menggan-
tikan posisi Harnojoyo?
Meskipun belum secara resmi mengumumkan pencalonannya,
Fitrianti Agustinda atau yang akrab dipanggil Finda dipercaya
akan ikut dalam Pilwako Palembang 2024.
Jabatannya sebagai Wakil Wali Kota Palembang saat ini
dianggap strategis untuk melanjutkan kepemimpinan Har-
nojoyo. Selain itu, Finda juga menjabat sebagai Ketua DPD
Nasdem Kota Palembang, sehingga memiliki modal seba-
gai ketua partai untuk mencalonkan diri. Dia terlihat aktif
dalam menjalankan tugas pemerintahan dan berinteraksi
dengan masyarakat Palembang secara rutin.

“Doakan saja yang terbaik. Jika memang masyarakat
Palembang menginginkan saya untuk maju dan mengem-
ban tanggung jawab yang lebih besar sebagai wali
kota, tentu ini adalah amanah yang harus saya

jalankan,” ungkapnya.

Hasil survei yang dilakukan oleh Politika
Institute yang berjudul “Preferensi Pemilih
Calon Wali Kota Palembang 2024” men-
empatkan nama Fitrianti Agustinda se-
bagai yang paling populer dengan tingkat
popularitas mencapai 91 persen dan ting-
kat akseptabilitas sebesar 86 persen.
“Tidak ada manusia yang =
sempurna,’sambungnya. y
Finda berjanji jika diberi
kesempatan untuk men-
jadi Wali Kota Palembang
di masa depan, ia akan
menjalankan tugas tersebut
dengan lebih baik. la juga berkomitmen
untuk melanjutkan program-program yang
saat ini tengah ditekuninya, termasuk pro-
gram kesehatan untuk menurunkan angka
stunting dari 1.000 menjadi 490. : [
“Saya akan menjalankan tugas
apapun yang diamanahkan den-
gan baik, termasuk melanjut-
kan program-program yang
telah berjalan. Siapapun
yang terpilih sebagai pem-
impin nanti akan tetap menda-
patkan dukungan kami untuk
kemajuan Kota Palembang,”
tegasnya.

Di sisi lain, Ratu Dewa
yang saat ini menjabat seba-
gai Sekretaris Daerah Kota
Palembang sudah dikenal
luas di kalangan masyarakat
Palembang. Hasil survei
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“Kalau terkait pe-
luang maju bisa apa
tidak, itu kehendak
Allah dan kami hanya
menjalankan”

Akbar Alfaro

menunjukkan, Ratu Dewa memiliki elektabilitas tinggi sebagai calon
wali kota. Namun, Dewa masih fokus pada tugasnya sebagai Sekda.

Meski begitu, Ratu Dewa belum mengakui secara terang-terangan
bakal maju Pilkada Palembang.

“Saat ini kita masih memilih untuk fokus bekerja,”ulasnya.

Sementara, mantan Sekda Sumsel, Nasrun Umar, telah secara
terbuka menyatakan niatnya untuk maju dalam Pilwako Palembang.
Spanduk kampanyenya bahkan sudah tersebar luas di Kota Palem-
bang.

Pengalaman Nasrun sebagai Sekda Sumsel dan Penjabat Bupati
Muara Enim dianggap sebagai modal yang cukup untuk bersaing den-
gan calon lainnya dalam Pilwako Palembang.

“Saya selalu hidup dalam keoptimisan yang tinggi, tapi tetap berta-
wadhu kepada Allah SWT,” kata Nasrun Umar.

Calon kuat lainnya ada Basyaruddin Ahmad yang kini menjabat
Kepala Dinas PU Perkim Sumsel.

Namanya bahkan sudah muncul dalam survei sebagai calon wali
kota Palembang. Dia telah melakukan kampanye dengan memasang
spanduk di berbagai sudut Kota Palembang.

Basyaruddin menegaskan pentingnya tindakan nyata dalam bekerja
daripada sekadar kata-kata. Dia menyatakan rencana-rencana yang
dibuat harus diwujudkan secara konkret.

Sebagai contoh, jika ia berbicara tentang Monpera atau Monumen
Perjuangan Rakyat, maka hal tersebut harus benar-benar direalisasi-
kan. Selain itu, stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring juga harus men-
jadi kenyataan, bukan hanya berupa wacana.

“Kemenangan dalam kontestasi politik ini akan tergantung pada
strategi yang tepat, bukan hanya berdasarkan jumlah massa
pendukung,’jelasnya.

Visi dan misi Basyaruddin adalah menjadikan Palembang sebagai
kota yang maju, modern, dan bermartabat. Dia juga mengaku telah

mendapatkan dukungan dari berbagai tokoh masyarakat, tokoh
paguyuban, serta individu yang pernah berperan dalam pem-

bangunan Kota Palembang.
Selanjutnya, Charma Afrianto telah menyatakan niatnya un-
tuk maju dalam Pilwako Palembang dan telah mengusulkan
sejumlah program, seperti sekolah dan berobat gratis, serta
peningkatan warung rumah di Kota Palembang.
“Saya akan mewujudkan program-program bukan hanya
slogan,” tegasnya.
Charma mengaku tujuannya mencalonkan diri menjadi
wali Kota Palembang tidak berharap kekuasaan, melainkan
untuk sosial.
“Perubahan total Kota Palembang,” kata dia.
Nama yang juga populer adalah anggota DPRD
Palembang, Akbar Alfaro, yang tampaknya juga
akan maju kembali dalam Pilkada Palembang.
“Kalau terkait peluang maju bisa apa tidak, itu
kehendak Allah dan kami hanya menjalankan.
~— Kalaupun Allah menghendaki, saya harus re-
alistis dengan keadaan saat ini. Namun, kami
» yakin dan optimis segala kemungkinan bisa
/ terjadi,” katanya.

Sesuai taglinenya “Perubahan untuk
Palembang”, Akbar Alfaro menyampaikan
konsep 3M.

“Sesuai aspirasi masyarakat yang ingin
ada perubahan yang lebih baik untuk Kota
Palembang. Konsennya pada 3M, Memper-
baiki, Menambah, Meningkatkan,”
pungkasnya. ®IRY



“Untuk masa depan, saya me-
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) dengan posisi itu, saya dapat
berbuat lebih banyak untuk
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-
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Maulan AKklil

PiLKADA (})

Minggu Il ® September 2023

HIDAYAT ARSANI PEDE

KALAHKAN ERZALDI ROSMAN

Sejumlah tokoh kini mu-
lai bermunculan sebagai
kandidat bakal calon gu-
bernur Bangka Belitung
dalam Pemilihan Kepala
Daerah (Pilkada) 2024.
Mereka yang namanya
mencuat juga bukanlah
individu sembarangan.

eberapa nama yang telah men-

cuat dan menjadi sorotan

adalah mantan Gubernur

Bangka Belitung, Erzaldi
Rosman; Mantan Wakil Gubernur
Bangka Belitung, Hidayat Arsani;
dan Wali Kota Pangkalpinang,
Maulan Aklil alias Molen.

Namun, dalam merespons isu-isu
seputar pencalonannya sebagai gu-
bernur pada 2024, Erzaldi Rosman
yang saat ini menjabat Ketua DPD
Partai Gerindra Bangka Belitung men-
gaku bahwa saat ini fokusnya adalah
pada Pilpres 2024.

“Gerindra Babel memfokuskan peme-
nangan Pak Prabowo sebagai Presiden
2024. Untuk calon kepala daerah belum

menjadi perhatian. Bagi kami, s
yang lebih penting saat ini |
adalah  kemenan-

gan Pak

Prabowo

sebagai

Pres-

iden,”

ungkap Erzaldi.

Sebelumnya, Erzaldi merasa perlu maju
lagi sebagai calon gubernur pada 2024
karena masih ada banyak pekerjaan yang
perlu diselesaikan. Namun, dia menegas-
kan keputusan akhir untuk maju dalam Pil-
gub Bangka Belitung 2024 akan bergan-
tung pada keputusan partai.

Erzaldi menjelaskan, keinginannya un-
tuk maju sebagai gubernur Bangka Be-
litung pada 2024 adalah agar dia dapat
menyelesaikan sejumlah pekerjaan yang
masih perlu dilakukan hingga saat ini.
Sementara, man-
tan Wakil Gu-
bernur Bang-
ka Belitung,
Hidayat
Arsani,
secara

terang-

teran-

g an

telah

mengu-
mumkan
niatnya
untuk men-
calonkan diri
sebagai gu-
bernur pada
2024.

Hidayat Arsani bahkan mengungkap-
kan bahwa ia telah memiliki enam nama
kandidat calon wakil gubernur yang akan
mendampinginya dalam Pilgub 2024. Na-
mun, nama-nama kandidat tersebut masih
dijaga kerahasiaannya.

“Komunikasi dan penjajakan terus di-
lakukan, sejauh ini sudah ada enam nama
calon yang sudah dikantongi, cuma masih
kita rahasiakan. Kalau komunikasi sudah
ke empat parpol,” kata Hidayat.

Hidayat juga memberikan pandangan-
nya mengenai potensi kandidat lain yang
mungkin akan maju dalam Pilgub 2024. la
mengakui bahwa mantan Gubernur Bang-
ka Belitung, Erzaldi Rosman, juga diyakini
masih berkeinginan untuk ikut dalam kont-
estasi tersebut.

Hidayat Arsani berpendapat bahwa
hingga saat ini belum ada figur yang dapat
menandingi elektabilitas Erzaldi Rosman,
kecuali dirinya sendiri.

Hidayat Arsani bahkan berani meng-
klaim bahwa ia tidak akan maju dalam
Pilgub jika ada kandidat lain yang memiliki
elektabilitas sebanding dengan Erzaldi.

Namun, jika Erzaldi Rosman memutus-
kan untuk maju, Hidayat tetap akan me-
neruskan niatnya untuk mencalonkan diri.

“Tapi kalau memang ada figur yang ele-
ktabilitasnya bisa sejajar dengan Erzaldi,
saya tidak akan nyalon, biarlah saya kem-
bali menjadi pengusaha dan tukang kebun
saja. Cuma kalau dia maju, saya tetap

maju juga,” tegas Hidayat.
Nama lain yang juga men-
cuat sebagai calon gubernur
Bangka

Belitung 2024 adalah Wali Kota Pangkalpi-
nang, Maulan Aklil alias Molen.

Molen merasa tertantang oleh banyakn-
ya isu dan berita viral yang beredar di me-
dia sosial mengenai dirinya dan sang istri.
Isu-isu ini sempat melibatkannya hingga
ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Meski kasusnya telah dinyatakan selesai
dan tidak ada permasalahan yang ditemu-
kan, hasil penyelidikan KPK menunjukkan
tidak adanya kejanggalan terkait harta ke-
kayaan yang dimiliki oleh Molen.

Semua aset dan harta miliknya telah di-
laporkan dengan baik, bahkan sebelum ia
menjabat sebagai wali kota.

“Soal gubernur sebetulnya jauh hari eng-
gak minat, namun dengan kejadian ini, ada
semacam istilah bangun macan tidur ‘lo
tantang gue lawan’,” ungkapnya.

Meskipun saat ini belum ada perintah
atau panggilan resmi dari pihak partai poli-
tik, Molen tidak menutup kemungkinan un-
tuk maju sebagai calon gubernur.

“Belum ada perintah. Sebagai kader par-
tai, saya siap untuk menjalankan perintah
partai. Tapi ada beberapa isyarat yang mu-
lai muncul, karena selama ini belum ada
calon gubernur dari partai kami,” jelasnya.

Molen menyatakan bahwa motivasinya
untuk maju dalam Pilgub 2024 adalah un-
tuk memberikan kontribusi yang lebih be-
sar bagi masa depan Bangka Belitung.

“Untuk masa depan, saya memilih men-
jadi gubernur karena dengan posisi itu,
saya dapat berbuat lebih banyak untuk
Bangka Belitung,” tambahnya.

Bangka Belitung, kata dia, memiliki po-
tensi luar biasa, asalkan dikelola dengan
baik oleh pemimpin yang memiliki inovasi
dan visi yang kuat.

“Seorang gubernur harus memiliki jiwa
visioner dan tidak hanya menjadi pengikut.
Mereka harus berani mengambil keputu-
san dan merancang perubahan, meskipun
tahu bahwa perubahan tersebut mungkin
akan menuai kontroversi,” jelasnya.

Dosen limu Politik di Universitas Bangka
Belitung, Ariandi A Zulkarnain, mengata-
kan, dalam melihat seorang Molen, ada

pertimbangan yang sangat penting yaitu

\ ’ modal moral.

¢ Dia menegaskan, peluang seorang

Molen menjadi lebih besar jika mem-
pertimbangkan dinamika politik saat
ini. Namun, pada akhirnya, ambisi
politik dan peluang yang tersedia akan
menjadi faktor penentu apakah se-
orang Molen akan maju sebagai calon
gubernur Bangka Belitung.

“Peluang Molen menjadi sangat be-
sar jika melihat dinamika politik saat ini,”

y pungkasnya.®IRY
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Presiden Joko Widodo
pada 31 Agustus 2023
telah menunjuk sepu-
luh penjabat gubernur
melalui sidang tim pe-
nilai akhir (TPA). Sem-

bilan penjabat gubernur
dilantik Menteri Dalam
Negeri Tito Karnavian
untuk mengisi kekoson-
gan jabatan kepala dae-
rah provinsi yang masa
jabatannya berakhir pada
5 September 2023.

ementara, satu penjabat gubernur

lainnya baru akan dilantik pada 19

September 2023. Para penjabat

gubernur itu akan menjabat paling
lama setahun dan bisa diperpanjang hingga
terpilih gubernur dan wakil gubernur definitif
hasil Pilkada Serentak 2024.

Kesembilan penjabat gubernur yang su-
dah dilantik adalah Mayor Jenderal (Purn)
Hasanuddin sebagai Penjabat Gubernur
Sumatera Utara. Hasanuddin adalah man-
tan Pangdam Bukit Barisan periode 2021-
2022. Jabatan terakhir jenderal bintang dua
ini adalah Wakil Inspektur Jenderal TNI An-
gkatan Darat.

Selain itu, ada Bey Triadi Machmudin,
yang menjadi Penjabat Gubernur Jawa
Barat. Bey sebelumnya menjabat sebagai
Deputi Protokol, Pers, dan Media Sekre-
tariat Presiden.

Ada pula Komisaris Jenderal (Purn) Nana
Sudjana sebagai Penjabat Gubernur Jawa
Tengah. Nana merupakan mantan Kapolda
Metro Jaya. Lulusan Akpol 1998 itu juga
pernah bertugas sebagai Kapolda Sulawesi
Utara dan Sulawesi Selatan.

Adapun, Penjabat Gubernur Bali, Inspek-
tur Jenderal (Purn) Sang Made Mahendra,
merupakan purnawirawan Polri yang juga
pernah menjabat sebagai staf khusus Mend-
agri. Penjabat Gubernur Sulawesi Tengga-
ra, Komisaris Jenderal (Purn) Andap Budhi
Revianto, juga merupakan mantan Kapolda
Sulawesi Tenggara yang sejak Maret 2021
menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Ke-
menterian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Tiga penjabat lainnya yang berasal dari bi-
rokrat sipil adalah Penjabat Gubernur Nusa
Tenggara Timur, Ayodhia Kalake, yang se-
jak 2022 menjabat sebagai Sekretaris Ke-
menterian Koordinator Kemaritiman dan
Investasi. Selain itu, ada Penjabat Gubernur
Sulawesi Selatan, Bahtiar Baharuddin, yang
sebelumnya menjabat Direktur Jenderal
Politik dan Pemerintahan Umum Kemente-
rian Dalam Negeri. Lalu, Penjabat Gubernur
Papua, Muhammad Ridwan Rumasukun,
yang menjabat Sekretaris Daerah Papua.

Sementara, Penjabat Gubernur Nusa
Tenggara Barat (NTB), Gita Ariadi, baru
akan dilantik pada 19 September 20283.
Sebab, masa jabatan Gubernur NTB Zulk-
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ieflimansyah berakhir pada tanggal tersebut.

Mendagri Tito Karnavian menegaskan
pelantikan sembilan penjabat gubernur
telah sesuai dengan mekanisme dan pera-
turan perundang-undangan yang berlaku,
termasuk bagi yang berlatar belakang
purnawirawan TNI/Polri.

“Ada empat yang latar belakangnya dari
TNI dan Polri, tapi mereka sudah pensiun. SK
pemberhentiannya juga ada, semua lengkap
administrasinya, jadi kita mengacu pada atu-
ran hukum yang berlaku,” kata Mendagri.

Mendagri mengatakan, keempat nama
purnawirawan TNI/Polri tersebut sebel-
umnya telah beralih menjadi aparatur sipil
negara di sejumlah kementerian/lembaga.
“Tadi, yang empat tadi semuanya sudah
purnawirawan, dan tidak dilarang mereka
untuk menjadi aparatur sipil negara. Sete-
lah mereka menjabat aparatur sipil negara,
Eselon | struktural misalnya, staf ahli men-
teri itu adalah eselon | struktural, maka dia
memenuhi syarat untuk menjadi penjabat
gubernur,” jelas mendagri.

Mendagri menjelaskan, UU 10/2016 ten-
tang Pilkada sudah mengatur tentang pen-
gangkatan penjabat kepala daerah tersebut.
Dalam UU Pilkada itu disebutkan bahwa un-
tuk mengisi kekosongan jabatan gubernur,
diangkat penjabat gubernur yang berasal
dari jabatan pimpinan tinggi madya.

“Kami memahami semangat daripada
reformasi, demokratisasi, yang berorientasi
penekanan kepada civilization, yaitu men-
sipilkan, pemerintahan sipil ya. Maka, kalau
dari TNI dan Polri ingin menjadi penjabat,
mereka harus berada pada posisi sudah
purnawirawan, pensiun, setelah itu boleh
masuk ke instansi sipil,” terangnya.

Mendagri juga meminta sembilan pen-
jabat gubernur yang baru dilantik bersikap
netral. Mendagri melarang penjabat guber-

“Kalau tidak bisa diukur
dengan kriteria obyektif,
wajar jika publik menilai
sembilan nama itu dekat
dengan presiden, tokoh

parpol, dan nasional”

Djohermansyah Djohan

PENJABAT GUBERNUR

nur yang merupakan ASN terlibat dalam
politik praktis.

“Tapi (terlibatlah dalam) politk negara
untuk membangun daerah masing-masing,
itu menjadi beban yang terpenting,” tegas
Mendagri.

Mendagri mengatakan, tujuan adanya
penjabat kepala daerah adalah mengisi ke-
kosongan agar roda pemerintahan di dae-
rah yang bersangkutan tetap berjalan. Kin-
erja penjabat kepala daerah bakal diawasi
oleh banyak pihak. Kemendagri juga secara
rutin mengevaluasi kinerja mereka.

Dia menegaskan, pihaknya tak segan-
segan memberikan sanksi kepada penjabat
kepala daerah yang terbukti tidak netral.
Mendagri juga berpesan kepada para pen-
jabat gubernur agar memanfaatkan keper-
cayaan yang diberikan oleh negara, teru-
tama presiden, dengan baik.

Guru Besar Institut Pemerintahan Dalam
Negeri (IPDN), Djohermansyah Djohan,
mengatakan, jika melihat latar belakang
para penjabat kepala daerah itu, sulit untuk
tidak melepaskan kesan mereka dekat den-
gan kekuasaan. Baik itu kedekatan dengan
Presiden Joko Widodo, tokoh politik na-
sional, maupun tokoh partai politik tertentu.
Asumsi itu karena masyarakat sulit melihat
secara obyektif latar belakang kepakaran
yang dimiliki para penjabat kepala daerah
tersebut.

Jika ingin obyektif, kata Djohermansyah,
idealnya penjabat gubernur harus memiliki
kemampuan manajerial, kompetensi teknik,
kompetensi sosial-kultural, dan kompe-
tensi politik pemerintahan. Karena penun-
jukan penjabat juga dilakukan tidak secara
transparan, terbuka, dan demokratis, akh-
irnya publik merasa tidak bisa memberikan
masukan mengenai integritas calon. Calon-
calon yang terpilih melalui mekanisme Tim

Penilai Akhir (TPA) di Kementerian Sekre-
tariat Negara juga tidak bisa dipastikan usu-
lan dari mana.

“Kalau tidak bisa diukur dengan kriteria
obyektif, wajar jika publik menilai sembilan
nama itu dekat dengan Presiden, tokoh par-
pol, dan nasional karena memang publik
juga tidak tahu alasan latar belakang ke-
mampuan dan integritasnya seperti apa,”
kata Djohermansyah.

Djohermansyah khawatir, jika penjabat
gubernur tetap tidak dipilih berdasarkan sis-
tem merit, justru pelayanan publik di daerah
akan menurun. Sebab, para penjabat ini
ibaratnya akan mengurus penyelenggaraan
publik, mulai dari bayi dalam kandungan
hingga ke liang lahat.

Mereka akan berkecimpung menangani
32 urusan pemerintahan, mulai dari keseha-
tan, pendidikan, tenaga kerja, investasi, dan
sebagainya. Apalagi, mereka ditempatkan
di provinsi-provinsi strategis, di mana harus
ada percepatan pembangunan dan pelay-
anan publik yang baik.

“Belum lagi soal netralitas mereka saat
berhadapan dengan kepentingan politik,
baik pemilu legislatif, maupun pemilu pres-
iden. Kedekatan-kedekatan dengan tokoh
nasional menjadi tidak elok. Perlu dibangun
sistem yang tegas apabila terlihat tidak ne-
tral mereka bisa dicopot setelah evaluasi
tiga bulanan,” tegasnya.

Kepala Departemen Politik dan Peru-
bahan Sosial Centre for Strategic and In-
ternational Studies, Arya Fernandes, me-
mandang persyaratan penjabat kepala
daerah tidak begitu ketat karena hanya
mensyaratkan jabatan pimpinan tinggi (JPT)
madya atau eselon | untuk penjabat guber-
nur, dan jabatan pimpinan tinggi (JPT) prata-
ma atau eselon Il untuk penjabat bupati atau
wali kota.®@RDO



“Jika nanti ada suara penyan-
dang disabilitas di Kabupaten
Muba tidak terakomodir di Pemilu
2024, PPDI Muba akan menggu-
gat penyelenggara pemilu karena
itu juga masuk kasus pidana”

Hafiz Alfangky
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SUARA PENYANDANG DISABILITAS

Pesta demokrasi lima
tahunan yang akan di-
laksanakan pada 2024

adalah hak seluruh
warga negara Indonesia,
termasuk penyandang
disabilitas. Mereka harus
diberikan perlakuan khu-
sus agar dapat menyalur-
kan suaranya memilih
pemimpin bangsa ke
depan.

amun, ada banyak kendala yang

dialami para penyandang disa-

bilitas, sehingga mereka tidak

bisa menggunakan hak pilihnya.
Sarana dan prasarana yang tidak men-
unjang membuat para penyandang disa-
bilitas terpaksa merelakan hak suaranya
untuk memilih calon presiden, calon ang-
gota legislatif, hingga calon kepala daerah
pilihannya.

Di Sumatera Selatan, banyak penyan-
dang disabilitas yang sudah terdaftar di
Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan bisa
mendapatkan hak pilihnya di Tempat Pe-
mungutan Suara (TPS).

Berdasarkan data KPU Sumatera Sela-
tan pada Pemilu 2019, penyandang disa-
bilitas berjumlah 6.629 orang.

Mereka yang mengguna-
kan hak pilihnya terdiri
dari 1.618 laki-laki dan
1.893 perempuan.
Jika ditotal jumlahn-
ya 3.511 orang atau
52,96 persen. Jumlah
ini tentu akan bertam-
bah di Pemilu 2024.

Pemilih  penyan-
dang disabilitas juga
masuk dalam penga-
wasan Bawaslu ka-
rena dianggap rawan
penyelewengan suara.

‘Jadi  setiap warga
masyarakat Indonesia
yang tidak diam-
bil atau tidak

dicampur hak pilihnya oleh pengadilan, kita
mempunyai hak yang sama. Dan nilainya
pun sama. Jadi tidak ada perbedaan, mis-
alnya sebagai seorang camat mempunyai
nilai pemilihnya dua. Jadi, dalam hal ini
kita sama. One man, one vote, one value.
Satu orang, satu. Satu suara nilainya juga
sama,” jelas anggota Bawaslu Sumsel,
Massuryati.

Koordinator Divisi pencegahan, Partisi-
pasi dan Hubungan Masyarakat Bawaslu
Sumsel ini mengatakan, ke depan untuk
para penyandang disabilitas tersebut,
pihaknya akan melakukan beberapa keg-
iatan. Di antaranya ke panti asuhan disa-
bilitas di Kota Prabumulih untuk mengum-
pulkan dan menjelaskan peran penting
melakukan pemilihan.

Sosialisasi ini dilakukan agar jangan
sampai masyarakat yang memiliki keter-
batasan ini merasa tidak dipedulikan dan
tidak dibutuhkan dalam proses pemilihan
ini.

‘Jadi, kami menghimbau pada
masyarakat yang memiliki penyandang
disabilitas, saudara-saudara kita itu untuk
tetap berkontribusi dalam bentuk memilih
pemimpin pada pemilihan yang akan da-
tang. Jadi sangat penting peran-peran
disabilitas ini kita gaet,” terang Massuryati.

Organisasi sosial Perkumpulan Pen-
yandang Disabilitas Indonesia (PPDI)
Kabupaten Musi Banyuasin juga terus
memperjuangkan hak pilih mereka agar
kesempatan untuk mencoblos surat suara

tidak hilang.

Humas dan Informasi PPDI Muba,
Hafiz Alfangky, menuturkan, sejak
Januari 2023, mereka sudah mel-
akukan beberapa upaya untuk
menjamin hak-hak politik pen-
yandang disabilitas. Seperti mel-
akukan beberapa audiensi ke
stakeholder terkait, mulai dari

KPU, Bawaslu hingga Dinas

Kependudukan dan Catatan

Sipil Muba.

“Saat ini, data penyandang
disabilitas di Muba yang tercatat
di KPU sebanyak 1.423 orang ber-
dasarkan data lama dan sudah

diinput dengan kat-
egori  tuna-
grahita,

JANGAN SAMPAI HILANG

tunanetra dan tunadaksa. Kami juga sudah
beberapa kali mendesak penyelenggara
pemilu untuk menyediakan akses yang
layak bagi penyandang disabilitas di TPS.
Kami minta disiapkan sarana dan prasara-
na bagi penyandang disabilitas,” katanya.

Belajar dari Pemilu 2019, kata dia, sa-
rana dan prasarana masih sangat jauh dari
kata layak dan belum dipersiapkan secara
matang untuk para penyandang disabilitas
saat pencoblosan. Di antaranya akses kur-
si roda, tongkat, alat bantu untuk tunanetra
dan lainnya. PPDI Muba berharap tidak
ada lagi penyandang disabilitas yang tidak
terakomodir untuk mencoblos surat suara.

Saat ini, ada sekitar 1.600 orang pen-
yandang disabilitas yang terdata di PPDI
Muba. Namun baru sekitar 1.100 orang
penyandang disabilitas yang mendapatkan
hak pilih, sisanya masih di bawah umur.

‘Jika nanti ada suara penyandang disa-
bilitas di Kabupaten Muba tidak terako-
modir di Pemilu 2024, PPDI Muba akan
menggugat penyelenggara pemilu karena
itu juga masuk kasus pidana,” ungkapnya.

Langkah yang sama dilakukan Sentra
Budi Perkasa Palembang, tempat ber-
naungnya para penyandang disabilitas
Sumsel di bawah Kementerian Sosial.

Kepala Tata Usaha Sentra Budi Perka-
sa, Wahyu Hendro Darmanto, menjelas-
kan, penyelenggara pemilu sudah melaku-
kan sosialisasi terkait proses pencoblosan
surat suara di Pemilu 2024.

“Penyandang disabilitas di sini adalah
disabilitas fisik dan tunanetra. Dari pe-
nyelenggara pemilu sudah akan mem-
fasilitasi, termasuk pendampingan khu-
sus bagi tuna netra. Walaupun tidak ada
pencoblosan di sini, tapi akan disiapkan
sarana prasarana bagi para penyandang
disabilitas di sini untuk mencoblos di daer-
ahnya. Penerima manfaat di sini berasal
dari beberapa daerah di Sumsel, Kota
Padang Sumbar dan Kabupaten Batang
Hari Jambi,” ujarnya.

Mereka juga terus
mengedukasi pen-
erima  manfaat
di Sentra Budi
Perkasa
Palem -
bang
agar me-

manfaat- \
%

kan hak suaranya untuk memilih di Pemilu
2024. Namun, jika berasal di daerah yang
jauh dan tidak bisa pulang ke daerahnya,
penerima manfaat tidak bisa berkontribusi
dalam memilih calon anggota legislatif dan
calon kepala daerah. Namun, untuk Pil-
pres 2024 bisa dilakukan oleh penerima
manfaat di Sentra Budi Perkasa Palem-
bang karena sosok capres sudah dikenal
dan bukan mewakili daerah tertentu.

“Kalau caleg dan cakada kan dipilih ber-
dasarkan daerahnya dan harus dipilih di
TPS di tempat masing-masing. Penerima
manfaat akan kesulitan kalau harus pulang
dulu ke kampungnya. Tapi kalau capres,
bisa memilih di mana saja, tergantung dari
TPS mana yang ditunjuk penyelenggara
pemilu,” ucapnya.

Kader Partai Golkar yang mencalon-
kan diri sebagai caleg di Dapil Sumsel 3,
Suardi, menekankan, jika penyelenggara
pemilu memang harus fokus juga pada ke-
butuhan para penyandang disabilitas.

Pria yang akan bertarung di Kabupaten
Ogan llir dan Ogan Komering llir ini men-
gaku merasa dirugikan jika hak-hak suara
penyandang disabilitas di dapilnya tidak
bisa mencoblos surat suara. Sebab, bisa
jadi salah satu penyandang disabilitas
adalah pendukungnya.

“ltu merugikan kami, karena satu su-
ara saja sangat bermanfaat untuk kami.
Makanya kita terus memantau bagaimana
kesiapan penyelenggara pemilu agar bisa
memfasilitasi semua pemilih. Apalagi di
dapil saya, ada banyak penyandang disa-
bilitas yang sudah mendapatkan hak suara
di Pemilu 2024,” ujarnya.

Namun, dia percaya penyelenggara
Pemilu 2024 bisa mengakomodir dengan
baik kebutuhan sarana dan prasarana un-
tuk penyandang disabilitas.®RDR
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PRABOWO MASIH
UNGGUL DI SUMSEL

Keluarnya Partai Ke-
bangkitan Bangsa
(PKB) dari barisan Koal-
isi Indonesia Maju (KIM)
tidak menyurutkan pen-
dukung Prabowo Subi-
anto di Pilpres 2024.
Bahkan, hal itu makin
menguatkan posisi
Prabowo Subianto dan
para relawannya untuk
lebih maksimal men-
dukung calon presiden
mereka.

emangat kuat ini ditunjukkan

Relawan Pro Prabowo Subianto

(Propas) Sumatera Selatan

yang siap mendukung penuh
pencalonan Ketua Umum Partai Gerin-
dra itu sebagai Presiden Indonesia beri-
kutnya.

“Kami yakin di Pilpres 2024 Prabowo
Subianto menjadi Presiden RI. Bagi kami
tidak ada pilihan lain karena beliaulah
(Prabowo) sosok yang terbaik saat
ini. Kami di Sumatera Se-
latan akan berjuang
maksimal untuk ke-
menangan Prabowo
Subianto,” tegas
Bendahara Propas
Sumsel, Fitriana.

Perempuan
yang akrab dis-
apa Pingky ini
mengatakan,
Propas ada-
lah relawan
mandiri
yang ingin
meme -
nangkan
Prabowo
Subianto
sebagai
presiden atas dasar
kecintaan dan karakternya.
Sehingga atas kesamaan visi
inilah, pengagum  Prabowo
Subianto bersatu membentuk
Propas.

Sebagai relawan mandiri,
Propas bukan berasal dari
kalangan kader partai, tapi
pengusaha, wiraswasta hing-
ga ibu rumah tangga dan kad-
er partai pendukung Prabowo
Subianto.

‘Jadi Propas ini adalah rela-
wan dan sifatnya mandiri dan
bukan dari partai. Bahkan
sebelum saya berpolitik di
Partai Bulan Bintang untuk

o

/.,—'
A

menjadi calon anggota legislatif (caleg)
dari Dapil Sumsel satu Palembang, saya
sudah bergabung dengan Propas terlebih
dahulu,” ungkap Pingky.

Untuk menjalankan misinya, mereka
sangat serius yang dibuktikan dengan
sudah membentuk 34 Propas di seluruh
Indonesia. Di Sumatera Selatan, Propas
sudah terbentuk di 17 kabupaten/kota.

‘Jadi kami berkeyakinan pada Pemilu
2024 mendatang, sosok Prabowo Subi-
anto akan memenangkan kontestasi pe-
milihan presiden, dan suara pemilihan
untuk beliau akan tetap tinggi seperti pada
Pemilu 2019, khususnya di Sumsel,” tegas
kader Partai Bulan Bintang (PBB) ini.

Menurut Pingky, ke-
luarnya PKB dari

koalisi merupa-
kan dinamika
politik dan

tidak menyu-
rutkan kekua-
tan Prabowo
Subianto
J di Pilpres
2024. Se-
hingga den-
gan keyakinan
penuh, Prabowo
akan menjadi

pres-

.

™, —

“Prabowo Subianto
masih cukup perkasa
dan unggul dari Anies
Baswedan dan Ganjar

Pranowo”

Arianto

iden berikutnya.

“Bila ada tawaran untuk menjadi
cawapres, kami tidak setuju karena su-
dah saatnya Prabowo Subianto jadi pres-
iden. Soal siapa cawapresnya, kami tidak
masalah karena pasti pilihan terbaik,” te-
gas wanita yang juga pengusaha ini.

Keyakinan Pingky semakin kuat ka-
lau Propas bisa memenangkan Prabowo
Subianto di Sumsel karena banyak kader
partai pendukung juga ikut bergabung di
lembaga relawan ini.

“Tentunya tujuan utama kami adalah
untuk memenangkan Prabowo Subianto
menjadi Presiden RI. Tentunya saya men-
gucapkan terima kasih atas dukungan ke-
pada seluruh relawan Propas di Sumatera
Selatan,” ujarnya.

Keyakinan sama disampaikan Ketua
Pimpinan Cabang Satuan Relawan Indone-
sia Raya Satria Gerindra, sayap Partai Ger-
indra Sumsel, Mohammad Zulkifli Yassin.

“Kami yakin akan mendapatkan suara
jauh lebih baik daripada Pemilu sebelumn-
ya. Seluruh struktur partai bergerak, kom-
pak dan solid untuk memenangkan Pak
Prabowo menuju RI-1,” ungkap Yassin.

Yassin menjelaskan, pada Pemilu 2019,
suara Prabowo Sumsel di Sumsel men-
galahkan pasangan Jokowi. Sehingga
keunggulan ini akan mereka pertahankan,
bahkan lebih meningkat lagi karena ban-
yaknya relawan yang bergabung.

“Tentunya kami akan berusaha sekuat
mungkin. Salah satu caranya adalah
melakukan penggalangan dan pendeka-
tan kembali kepada masyarakat. Kami
yakin program-program yang ditawarkan
Prabowo sangat menyentuh ter-
hadap kepentingan masyarakat
banyak, khususnya kalangan
bawah,” ungkapnya.

Unggul di Sumsel
Prabowo Subianto
masih bertengger di
posisi pertama dalam
survey elektabilitas
di Sumatera Sela-
tan.  Elektabilitas
mantan Danjen
Kopassus terse-
but unggul dari be-
berapa nama bakal
calon pres-

iden yang diprediksi maju dalam pemilu
yang akan digelar 14 Februari 2024. Dua
pesaing ketatnya, Ganjar Pranowo dan
Anies Baswedan, menempel di urutan
kedua dan ketiga.

Berdasarkan temuan survei Lembaga
Kajian Publik Independen (LKPI) yang
digelar akhir Agustus 2023, pada pertan-
yaan terbuka (top of mind) posisi pertama
di tempati oleh Prabowo Subianto dengan
28,3 persen, lalu Anies Baswedan 16,4
persen, dan Ganjar Pranowo 12,7 persen.
Nama-nama bakal capres lainnya masih
berada di bawah lima persen dan massa
mengambang sekitar 36 persen.

Sementara, uji simulasi pertanyaan
tertutup dengan tiga nama masih ditem-
pati oleh Prabowo Subianto dengan 38,3
persen, Ganjar Pranowo 26 persen, dan
Anies Baswedan 24,2 persen. Untuk mas-
sa mengambang atau massa yang belum
menentukan pilihan 11,5 persen.

Direktur Eksekutif LKPI, Arianto, men-
gatakan, Prabowo Subianto masih cukup
perkasa dan unggul dari Anies Baswedan
dan Ganjar Pranowo. Namun, secara
statistik, ada tren dukungan yang men-
guat kepada Ganjar Pranowo dan Anies
Baswedan, meskipun kenaikannya belum
signifikan.

la menerangkan, kenaikan elektoral tiga
nama bakal capres di Sumatera Selatan
ini masih belum begitu besar. Prabowo
Subianto yang di dukung partai Gerindra,
Golkar, PAN, dan Partai Gelora elektabili-
tasnya belum bisa menembus angka lebih
dari 50 persen.

Hal ini disebabkan akar rumput pemilih
partai-partai pendukung Prabowo Subian-
to itu secara mayoritas tidak serta merta
menjatuhkan pilihannya kepada Menteri
Pertahanan itu. Pemilih partai pendukung
Prabowo masih tersebar ke Ganjar
Pranowo dan Anies Baswedan. Demikian
juga dengan tarikan elektoral Anies Bas-
wedan dan Ganjar Pranowo.

Dukungan partai politik dari Anies Bas-
wedan yang didukung Partai Nasdem,
PKS dan PKB juga masih tersebar ke
Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo.

“Hal yang sama dengan Ganjar Pranowo
yang didukung oleh PDIP, PPP, Perindo,
dan Hanura. Ternyata, pemilih partai-
partai tersebut masih tersebar juga di
Prabowo Subianto dan Anies Baswedan.
Indikasi ini menunjukkan, pertarungan
figur bakal calon presiden sangat menen-
tukan di masyarakat,” terangnya.

Ke depan, tentunya persaingan elek-

tabilitas ini akan semakin sengit. Siapa

yang akan unggul untuk merebut hati

pemilih, khususnya di Sumatera Se-

latan. Peluang Anies Baswedan

dan Ganjar Pranowo masih terbu-

ka lebar untuk menempati posisi

teratas karena dipastikan den-

gan adanya gejolak dukun-

gan partai politik pada bakal

calon presiden akan ber-
dampak.®@RDR
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“Presiden terpilih nantinya
harus berani menghenti-
kan eksploitasi tambang

batu bara itu, apalagi
untuk kepentingan ekspor

ke luar negeri”

Arlan
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PRESIDEN KEDELAPAN

HARUS JAGA LINGKUNGAN

Pemilu 2024 men-

jadi momentum bagi
masyarakat untuk me-
milih pemimpin beri-
kutnya yang punya
komitmen pada perbai-
kan lingkungan. Sebab,
para pemimpin banyak
yang mengumbar izin
yang menyebabkan
kerusakan lingkungan
dan menimbulkan ben-
cana alam.

kibatnya, masyarakat yang terani-

aya dengan kebijakan-kebijakan

dari para pemimpin yang melegal-

an aksi-aksi perusakan lingkun-

gan. Hal itu berpotensi membuat hajat hidup

masyarakat menjadi terancam, baik hunian,

sumber daya alam, hingga sumber pereko-
nomian.

Ketiga calon presiden yang kini paling di-
jagokan pada Pilpres 2024, Prabowo Subianto,
Ganjar Pranowo, dan Anies Baswedan, tak lu-
put dari rekam jejak dalam perusakan lingkun-
gan. Namun di antara mereka, siapa yang pal-
ing besar pengaruhnya dalam mengembalikan
lingkungan menjadi asri?

Aktivis lingkungan yang kini menjadi
calon anggota legislatif (caleg) lewat Par-
tai Nasdem, M Hairul Sobri, menuturkan,
momentum Pilpres 2024 menjadi penting
dalam pengelolaan lingkungan hidup di In-
donesia. Sebab, pengelolaan lingkungan
yang berkeadilan dan berkelanjutan men-
jadi bagian yang sangat penting dalam visi
misi capres. Apalagi, tiga orang capres saat
ini merupakan pemimpin baru dalam me-
nata negara ke depan, di tengah krisis iklim
dan dihadapkan dengan situasi timpangnya
pengelolaan sumber daya alam (SDA) anta-
ra rakyat dan korporasi.

“Tiga capres ini harus memberikan ga-
gasan yang tegas terhadap penataan ne-
gara dengan membuat terobosan baru yang
sebesar-besarnya demi kepentingan rakyat,
bukan kelompok atau golongan tertentu,”
katanya.

Dia berkata, hampir setiap kandidat
capres memiliki rekam jejak yang buruk
dalam penataan atau penyelesaian kasus
lingkungan, yang juga atas campur tangan
aktor-aktor yang memberikan dukungan
pendanaan kampanye ke para kandidat.

Ganjar Pranowo yang diusung PDIP me-
miliki rekam jejak yang buruk dalam proses
penyelamatan kawasan karst yang ek-
spansinya ke pabrik semen di kawasan pe-
gunungan Kendeng, Jawa Tengah.

Publik sebenarnya bisa melihat bagaima-
na keberpihakan Ganjar Pranowo terhadap
perusakan kawasan karst yang akan diek-
spansi lewat PT Semen Indonesia, diband-
ingkan mendorong penyelamatan lingkun-
gan, terutama masyarakat yang terdampak.

Dengan rusaknya kawasan karst terse-
but, otomatis kehidupan Masyarakat ikut ru-
sak, mulai dari hilangnya pasokan air untuk
kehidupan, pertanian, peternakan dan lain-
nya, yang menjadi sumber perekonomian
masyarakat sekitar.

Kemudian, Anies Baswedan yang diu-
sung oleh Partai Nasdem, Partai Keadilan
Sejahtera (PKS) dan Partai Kebangkitan
Bangsa (PKB) sempat melakukan upaya
penolakan atas reklamasi Teluk Jakarta
yang dilakukannya saat baru menjabat se-
bagai Gubernur DKI Jakarta.

“Tapi, saat jadi Gubernur DKI Jakarta,
sempat terhenti, Anies Baswedan juga be-
lum menghentikan proses pembangunan.
Masalah pasca-Anies Baswedan tidak men-
jabat sebagai Gubernur Jakarta, pemban-
gunan kembali dilanjutkan,” ujar Ketua DPD
Garda Pemuda Nasdem OKU ini.

Lalu, Prabowo Subianto merupakan salah
satu pengusaha di bidang industri ekstrak-
tif yang terindikasi memiliki usaha tambang
dan perkebunan yang luas. Pertambangan
dan perkebunan menjadi bagian dari per-
masalahan lingkungan saat ini di Indonesia.

Jika salah satunya terpilih jadi presiden,
dia berharap kawasan gambut dan pesisir
yang kondisinya kritis bisa menjadi perha-
tian serius. Lahan gambut di Sumsel yang
cukup luas jika dikelola dengan rakus akan
mengakibatkan kepungan asap yang men-
jadi ancaman rakyat.

Dia juga berharap agar pemerintah ke
depannya tidak memberi izin-izin industri
ekstraktif, seperti tambang, Hutan Tanaman
Industri (HTI) dan perkebunan. Serta men-
cabut izin-izin perusahan yang telah terbukti
melakukan kejahatan lingkungan dan tidak
menambah izin baru.

Pria yang akrab disapa Eep ini berharap
presiden berikutnya harus berani melaku-
kan pencabutan izin, terutama grup perusa-
haan besar yang selama ini terkesan dilind-
ungi. Presiden selanjutnya harus memiliki
wibawa dan tidak tunduk terhadap korporasi
besar yang rakus melakukan kejahatan ling-
kungan di Indonesia.

Tuntaskan Kasus Masa Lalu

Direktur Yayasan Depati, Ali Goik, men-
gungkapkan, ketiga capres yang maju di Pil-
pres 2024 merupakan sosok pilihan terbaik
dari partai. Terlepas siapapun yang akan
terpilih memimpin Indonesia, jejak digital
dan latar belakang mereka tidak akan per-
nah hilang.

Prabowo Subianto yang tersandung isu
pelanggaran HAM dan sempat tinggal di
Yordania usai dipecat dari jabatannya se-
bagai Panglima Kostrad. Namun hingga
saat ini, Prabowo Subianto tidak per-

nah di sidang terkait pelanggaran / .

HAM dan memang harus dibukti-
kan lebih detail.

Dengan diangkatnya
Prabowo Subianto menjadi
Menteri Pertahanan, Ali Goik
menilai hal tersebut mem-
buat isu pelanggaran HAM
semakin bias.

Ali berujar, Anies Baswedan juga cukup
menarik. Saat berkampanye, Anies meno-
lak reklamasi Teluk Jakarta, tapi saat men-
jabat malah melenggangkan reklamasi itu.
Ganjar Pranowo juga tak lepas dari isu pe-
rusakan lingkungan, tapi hingga kini masih
belum ada bukti konkret, sama seperti isu
pelanggaran HAM yang menerpa Prabowo
Subianto.

‘Jika nanti salah satu menang, itulah
pilihan terbaik masyarakat Indonesia. Tapi
saya berharap, sebelum terpilih, Anies,
Ganjar dan Prabowo harus benar-benar
menyelesaikan kasus-kasus yang menyeret
nama mereka. Karena yang menang, harus
menjadi presidennya masyarakat Indonesia,
bukan presiden bagi partai pengusungnya,”
katanya.

Aktivis lingkungan ini juga melihat kondisi
lingkungan di Indonesia sudah sangat parah
dan presiden selanjutnya harus memper-
baiki, merestorasi dan memelihara dengan
baik. Terutama menghentikan izin lingkun-
gan dan tambang.

Apalagi di Sumsel, lingkungan di bebera-
pa daerah sudah dirusak dengan aktivitas
pertambangan. Jangan sampai galian-ga-
lian tambang malah dijadikan lokasi wisata,
bukan direstorasi sesuai Undang-Undang
(UU). Dia menyebut, pengalihan galian tam-
bang ke tempat wisata merupakan rekla-
masi kamuflase.

Koordinator Advokasi Perkumpulan Sum-
sel Bersih Lestari, Arlan, mempunyai pan-
dangan berbeda dari ketiga capres tersebut.
Selain tersandung isu pelanggaran HAM,
Prabowo Subianto juga terkesan masih
membawa sistem di era orde baru.

“Ketika Prabowo Subianto ditarik menjadi
menteri, diduga untuk meredam gesekan
itu.  Presiden Jokowi tidak ingin
masyarakat terus  me-
melihara perpec-
ahan.

-Ug

sebabnya Jokowi tidak mau melanjutkan
isu-isu yang menurut aktivis, khususnya
pelanggaran HAM, demi kepentingan raky-
at. Walau begitu, Prabowo tetap berjiwa na-
sionalis,” ujarnya.

Lalu, Anies Baswedan dinilainya tidak
terlalu banyak catatan hitam, namun cukup
mengkhawatirkan jika dia menjadi presiden
kedelapan. Kinerja Anies membuat Arlan
ragu, apakah rencana Joko Widodo yang
sudah memindahkan Ibu Kota Negara (IKN)
ke Kalimantan Timur dan pembangunan ja-
lan tol akan dilanjutkan.

Sedangkan, Ganjar Pranowo merupakan
capres yang benar-benar keturunan asli
Indonesia. Namun, banyak isu perusakan
lingkungan yang dikaitkan dengan Ganjar
Pranowo saat menjabat sebagai Guber-
nur Jawa Tengah. Dan itulah yang menjadi
pekerjaan rumah bagi Ganjar Pranowo un-
tuk diselesaikan.

“Apalagi di Sumsel, wilayah yang paling
tidak sehat adalah di Kabupaten Muara
Enim dan Lahat, dengan eksploitasi tam-
bang terbesar. Presiden terpilih nantinya
harus berani menghentikan eksploitasi tam-
bang batu bara itu, apalagi untuk kepentin-
gan ekspor ke luar negeri. Eksploitasi tam-
bang batu bara sangat mengkhawatirkan,”
ungkapnya.

Menurutnya, Sungai Enim dan Sungai
lematang yang dulunya menjadi sum-
ber mata air masyarakat, kini sudah tidak
layak dikonsumsi karena dampak dari ak-
tivitas pertambangan. Cadangan batu bara
diperkirakan hanya tinggal 40 tahun lagi di
Sumsel. Jika terus dilakukan eksploitasi,
selama itulah masyarakat akan terancam

kehidupannya.
Perputaran uang dari tam-
bang batu bara memang
sangat besar untuk ne-
gara, tapi tidak seband-
ing dengan hajat hidup
masyarakat sekitar.
Ada juga isu lahan
gambut yang kini dial-
E( ihfungsikan menjadi
areal  perkebunan
dan hutan tanaman.
Padahal lahan gambut
adalah cadangan karbon
terbesar di Sumsel, namun
sekarang sudah masif pem-
bukaan areal perkebunan
HTI dan sawit. ®@RDR
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Partai Demokrat tengah
mencoba untuk melupa-
kan kekecewaan setelah

secara diam-diam diting-
galkan Partai Nasdem
dan Anies Baswedan
yang memilih Ketua
Umum PKB, Muhaimin

Iskandar, sebagai calon

wakil presiden.

eski begitu, kader Partai

Demokrat di daerah seper-

tinya belum bisa menyembuh

luka hatinya. Dampaknya,
banyak kader Partai Demokrat enggan
bersuara terkait koalisi. Mereka juga di-
pastikan tidak akan mengetuk pintu untuk
kembali lagi ke depannya.

Kini, semua kader Partai Demokrat di
seluruh Indonesia tengah menunggu ara-
han apa yang akan dilakukan ke depan-
nya.

Sekretaris DPD Partai Demokrat Su-
matera Selatan, Muchendi Mahzareki,
mengatakan, semua kader tengah men-
unggu keputusan Ketua Majelis Tinggi
Partai Demokrat, Susilo Bambang Yud-
hoyono (SBY).

“100 persen kami tidak akan kembali
lagi ke koalisi. Tentunya kami kecewa,
kesal, dan marah tentang apa yang telah
terjadi. Untuk arahan kesepakatan partai
kami menunggu perintah dari Pak SBY se-
laku Ketua Majelis Tinggi,” kata dia

Muchendi menyebut, beberapa waktu
lalu, 38 DPD Partai Demokrat seluruh
Indonesia sudah dipanggil oleh SBY. Tu-
juannya untuk meminta masukan dan per-
timbangan tentang kondisi yang ada.

“Kami sudah jelas dalam koalisi mem-
persilakan Anies Baswedan untuk me-
milih dan tidak memaksakan calon
AHY dari Demokrat. Tetapi tindakan
Anies Baswedan membuat kami
kecewa. Keputusan pertemuan itu
yang pasti kami tidak ingin kem-
bali,” jelasnya.

Dia mengakui, keputusan final
arah Partai Demokrat telah dis-
erahkan kepada SBY selaku Ketua
Majelis Tinggi. Dari hasil pertemuan
38 DPD Partai Demokrat seluruh In-
donesia akan menjadi pertimbangan.

“Untuk arahan koalisi keputusan
ada di Pak SBY. Beliau akan

mempertimbangkan dari 7
hasil pertemuan itu dan .
memutuskan arah Partai .

'

Demokrat ke depannya,”

el

ungkapnya. T
Muchendi mengung-
kapkan, Demokrat

masih dalam posisi me-
milih ke mana mereka
akan berlabuh. f
Menurut dia, Partai
Demokrat memiliki
dua pilihan, yakni ber-

gabung dengan koalisi PDIP yang mengu-
sung Ganjar Pranowo atau Koalisi Indone-
sia Maju (KIM) yang mendorong Prabowo
Subianto sebagai calon presiden.

“Keputusan semua ada di Pak SBY,
kemungkinan kami bergabung ke dua po-
ros. Tentunya tidak akan kembali ke poros
Anies Baswedan,” tegasnya.

Anggota Komisi Il DPRD Sumsel dari
Fraksi Demokrat, MF Ridho, mengatakan
hal serupa. Pihaknya sudah cabut dari
koalisi dan tidak akan kembali lagi.

“Semua masyarakat sendiri yang me-
nilai. Kami keluar dari koalisi karena ada
sebab dan alasannya yang kuat,” katanya.

Ridho menyebut, jika ada isu yang me-
nyebutkan Partai Demokrat akan mem-
buat poros keempat, dia tidak tahu karena
belum mendengar secara langsung.

“Namanya politik semua bisa saja ter-
jadi, yang penting saat pendaftaran belum
telat. Tetapi untuk poros keempat
kita belum tahu soal itu. Yang
jelas sekarang kami di DPD
Partai Demokrat masih
menunggu instruksi
beberapa minggu
ke depannya,”
ucapnya.

Di sisi lain, ada
juga kader Par-
tai Demokrat
yang memilih
bergabung
dengan poros
PDIP yang su-
dah mengu-
sung Ganjar
Pranowo se- ’/
bagai bakal
calon pres-
iden.

“Partai Demokrat yang ada
di semua daerah, khususnya
Sumsel, pastinya harus me-
hunggu keputusan pengurus
pusat tentang apa yang harus
dijalankan ke depannya”

Fahmi

KADER DEMOKRAT
TUNGGU PERINTAH SBY, KOK BUKAN AHY

Masuknya Partai Demokrat ke koalisi
PDIP dinilai sebagai perubahan demokrasi
yang positif karena kedua partai ini punya
hubungan yang tidak harmonis. Namun,
pertemuan Puan Maharani dengan Agus
Harimurti Yudhoyono (AHY) membuka
lembaran baru. Pertemuan ini disambut
baik para kader kedua partai.

Sementara, pada kesempatan yang
lain, SBY dan Prabowo Subianto juga mel-
akukan pertemuan. Pertemuan kedua elit
politik dan sama-sama berasal dari kalan-
gan militer ini membuka ruang bagi terja-
linnya komunikasi politik.

“Awalnya adanya pertemuan Puan den-
gan Ketua Umum Pak AHY dan ada juga
kedatangan Pak Prabowo menemui Ketua
Majelis Demokrat Pak SBY. Ini menjadi
dugaan awal, meskipun kami menilai se-
muanya masih misteri,” kata kader Partai

Demokrat lainnya.
Terkait semua pilihan itu,
Wakil Ketua 5 DPD Par-
tai Demokrat Sum-
sel, Tamtama

Tanjung, juga
tidak mau

berkomentar

banyak. Se-
bagai kad-
er, mereka

hanya ber-

sikap tegak lurus dengan arahan partai.

“Posisi kami sekarang hanya tegak lu-
rus. Apa kata partai ya kami ikut. Soal
dengan siapa kami akan berkoalisi, saya
juga tidak tahu. Tapi apapun keputusan
partai, nantinya akan kami taati,” ungkap
anggota DPRD Sumsel ini.

Pengamat hukum dan politik, Fahmi,
mengatakan, perpecahan di dalam koal-
isi yang dialami Partai Demokrat adalah
sesuatu yang wajar dalam politik. Dalam
dinamika politik ada banyak pertimbangan
kepentingan partai masing-masing.

“Biasa itu kemarin cocok, kemudian
besok tidak cocok. Tentunya semua partai
memiliki misi dan tujuan masing-masing.
Tinggal sekarang Partai Demokrat yang
mau ikut ke mana atau berjalan independ-
en. Semuanya tergantung pilihan dari
pemegang kekuasaan tertinggi di partai,”
jelasnya.

Praktisi hukum ini juga menilai, DPD
Partai Demokrat sekarang harus bertin-
dak mengikuti instruksi karena semua tin-
dakan dan apapun yang dilakukan harus
seimbang dengan keputusan pusat.

“Partai Demokrat yang ada di semua
daerah, khususnya Sumsel, pastinya
harus menunggu keputusan pengurus pu-
sat tentang apa yang harus dijalankan ke
depannya. Karena sekarang ini keputusan
apapun harus merujuk ke Partai Demokrat
pusat,” terangnya.

Wacana pembentukan poros keempat
sebetulnya sempat tercetus di
antara para kader tersebut
dengan mengajak Partai
Persatuan Pembangu-
nan (PPP) dan Partai
Keadilan  Sejahtera
(PKS). Namun, wa-
cana itu sulit terwu-
jud karena kedua

partai itu masih

bertahan di koalisi
masing-masing.
®RDR



“Kejahatan siber mening-
kat pada Pemilu 2024.
Sehingga perlu peran
serta masyarakat dalam
menjaga kondisi politik
saat ini”

PiLc (J)
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PELANGGARAN SUDAK TERJADI
RELAWAN SIAPKAN ANTISIPASI

Hasanal Mulkan

Kecurangan-kecuran-
gan jelang Pemilu 2024
telah terdeteksi dan
banyak terjadi di ber-
bagai daerah. Namun,
hingga kini belum ada
tindakan apapun dari
penyelenggara pemilu
karena dianggap bukan
masuk tahapan pemilu.

etua Barisan Pemantau Pemilihan

Pemilu Republik Indonesia (BP2-

RI) Sumatera Selatan, Prasetya

anjaya, mengatakan, dari para

calon pemilih Pemilu 2024, mereka telah

mendapatkan beragam kecurangan politik

yang terjadi. Kondisi ini menjadi perhatian

pihaknya untuk melakukan tindakan dan
antisipasi.

“Isu tersebar yang kami terima itu yakni
ada warga yang mati, orang gila dan tempat
tinggal dan domisili tidak sama akan dipa-
kai untuk kecurangan Pemilu 2024. Nah, ini
akan kami antisipasi,” kata dia.

Rawannya kecurangan pemilu telah di-
deteksi secara dini ini akan ditindaklanjuti
BP2-RI Sumsel dengan merangkul tim-tim
advokasi untuk melakukan perlawanan se-
cara administratif dan hukum.

“Sekarang kami mau menjalin kerja sama
dengan Yayasan Bantuan Hukum Sumsel
Berkeadilan. Mereka adalah kumpulan tim
advokasi di Sumsel yang akan membantu
kami apabila harus berurusan ke arah yang
lebih jauh,” kata dia.

Pada pelaksanaan Pemilu 2024, mereka
akan mengumpulkan data kecurangan dan
melakukan proses hukum melalui yayasan
bantuan hukum tersebut. Pihaknya akan
menggugat apabila ada kecurangan politik
yang terjadi di seluruh wilayah di Sumsel.

“Kalau ada laporan dari masyarakat, akan
kami jadikan delik aduan. Namun, kalau ada
temuan dari kami, tentunya akan kami gu-
gat langsung ke Sentra Gakkumdu,”
tegasnya.

Dia mengakui, pihaknya saat
ini tengah melebarkan sayap
untuk melantik BP2-Rl Sum-
sel di 17 kabupaten dan kota.
Selain melakukan pelanti-
kan, tahapan sosialisasi
kerja dan kinerja BP2-RI
Sumsel, juga harus dis-
osialisasikan kepada
anggota dan calon
anggota di setiap
wilayah.

“Kami masih mel-
akukan pelantikan
dan sosialisasi serta pelatihan. Karena
kami harus sesegera mungkin men-
gaktifkan anggota BP2-Rl di seluruh
Sumsel terlebih dahulu,” ucapnya.

Kedepannya, BP2-RlI Sumsel

Lo

.. \ -
®
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juga akan membuat posko pengaduan di
setiap wilayah. Posko pengaduan itu un-
tuk merangkum semua pelanggaran yang
terjadi agar bisa ditindaklanjuti. Selain pen-
gaduan, akan dibuat di sekretariat masing-
masing wilayah pengadu via online yang
dibuka di media sosial.

“Perkembangan elekironik sekarang su-
dah pesat, posko pengaduan juga akan
bisa kami buka di akun Instagram. Tetapi
sekarang belum kami buka baik itu di selu-
ruh wilayah. Namun kalau ada pelanggaran
pastinya bisa langsung ke sekretariat kita
saja,” jelasnya.

Ragukan Data KPU

Agar akurasi pelanggaran yang terjadi
dapat ditingkatkan, BP2-RI Sumsel juga
kini menjalin komunikasi dengan KPU untuk
mendapatkan data dan informasi.

“Kami akan berkomunikasi dengan KPU
secepatnya untuk data calon pemilih Pemilu.
Data itu akan kami samakan dengan isu-isu
yang tersebar itu. Tentunya untuk mengan-
tisipasi saat pemilihan terjadi kecurangan
tersebut,” ungkapnya.

Sanjaya menilai kecurangan politik tetap
ada meskipun data dari KPU sudah terveri-
fikasi keampuhannya. Namun demi menda-
patkan kekuasaan dan kepentingan politik,
kecurangan akan dilakukan oleh oknum-
oknum tertentu.

“Ada data KPU tidak menjamin juga, ke-
curangan bisa tetap dilakukan. Makanya
peran kami sebagai pemantau hadir di
pelaksanaan Pemilu. Makanya kami kon-
sentrasi kepada pembentukan
kad- er,  simpatisan,
dan anggota
kami di setiap
wilayah di
Sumsel,”

terangnya.

Dia menambahkan, pihaknya berjaniji
akan bekerja ekstra keras untuk melaku-
kan pengawasan dan pengawalan. Setelah
melakukan kerja sama dengan lembaga
hukum, pelanggaran pemilu juga akan siap
dieksekusi ke ranah hukum.

Terkait pelanggaran Pemilu 2024, Panit IlI
Subdit V Siber Polda Sumsel, Iptu Abu Hair,
mengatakan, mereka mengantisipasi seran-
gan siber dan hoaks yang sedang ramai
diberitakan media. Meski secara signifikan
belum terlihat, namun menjelang pilpres,
pelanggaran itu akan semakin nyata.

“Terkait pemilu, kami sudah melakukan
edukasi kepada masyarakat untuk lebih
bijak dalam bermedia sosial. Untuk seka-
rang belum terlihat, namun kalau dikaitkan
peristiwva pencemaran nama baik dengan
orang-orang yang akan mencalonkan diri
pada saat pemilu, ya mungkin ada kaitan-
nya,” ungkap Abu Hair.

Dari pengalaman Pemilu 2019, pelang-
garan siber yang banyak tercatan di Polda
Sumsel adalah pencemaran nama baik.

“Penyebaran berita bohong, jadi modus
kejahatan yang mereka lakukan. Dari pe-
nyerangan itu tujuannya untuk menjelekan
se- seorang  mungkin
mendapatkan
sesuatu (ke-

untungan),
yang belum
kita ketahui,”
jelasnya.
la me-
nam-
bahkan,

terkait pemilu pihaknya sering memberikan
edukasi, baik di acara seminar dan lain-lain,
yang menjelaskan agar jangan mudah per-
caya dengan berita yang belum tentu kebe-
narannya.
“Ketika kita menemukan akun-akun yang
mungkin tidak benar atau menyebarkan ber-
ita bohong terkait pemilu, itu bisa kita lapor-
kan,” bebernya.
Tujuan laporan tersebut supaya akun-
akun penyebar berita bohong itu bisa ter-
blokir dan diharapkan tidak lagi tersebar.
“Atau bisa langsung kepada pihak kepoli-
sian dan akan ditindaklanjuti dengan men-
girimkan akun mana yang akan di take down
Badan Reserse Kriminal Polri, selanjutnya
akan ditindaklanjuti ke Kominfo,” tuturnya.
Pengamat dan akademisi Hukum Pidana
dari Universitas Muhammadiyah Palem-
bang, Hasanal Mulkan, mengatakan, keja-
hatan siber jelang Pemilu 2024 sudah ada
mengaturnya, yakni pada Pasal 33 UU ITE.
“Isinya kategori perbuatan yang dilarang
adalah setiap orang dengan sengaja dan
tanpa hak atau melawan hukum melakukan
tindakan apapun yang berakibat tergang-
gunya sistem elektronik, jelas UU Nomor 11
Tahun 2008 yang mengatur itu,” katanya.
Apabila terbukti melanggar, maka hal itu
merupakan sanksi pidana. Kontrol pertama
dari pihak kepolisian.
Dia memprediksi, kejahatan siber menin-
gkat pada Pemilu 2024. Sehingga perlu per-
an serta masyarakat dalam menjaga kondisi
politik saat ini.
“Kepada pengguna internet jangan mu-
dah terprovokasi. Pesan saya, jangan sam-
pai menyampaikan berita atau informasi
yang belum tentu kebenarannya,”
ujarnya.
Hal senada dikatakan Febri-
an yang tegas mengatakan
kalau pelanggaran pemilu
dipastikan terjadi. Politik
uang yang akan marak
dilakukan oleh para ok-
num yang sangat haus
kekuasaan.
“Politik uang kapan
akan berakhirnya?
Tidak akan berakhir
selama ada oknum
yang haus akan kekua-

saan. Artinya pelang-
garan dari sisi manapun
pasti terjadi terutama poli-
tik uang,” tegasnya.® RDR



“Bila tindakan jegal menjegal
ini menyebar sebagai tren
politik di berbagai daerah,
maka bisa dibayangkan suhu
politik akan makin panas
enggak karuan”

) LecisLaTF
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DPR MARAH BESAR
GAK IMIN DITOLAK BUPATI

Yanuar Prihatin

Penolakan Bupati Tanah
Laut, Sukamta, atas ke-
hadiran Wakil Ketua DPR
Muhaimin Iskandar pada
pembukaan Musabaqgah
Tilawatil Qur'an (MTQ)
membuat Wakil rakyat di
Senayan berang. Komisi
Il DPR kemungkinan akan
segera memanggil sang
kepala daerah terkait
penjegalan kepada Ketua
Umum PKB itu.

“ idak tertutup kemungkinan

Komisi Il akan memanggil

Bupati Tanah Laut untuk

menjelaskan  tindakannya
agar bupati/wali kota lainnya, apa pun par-
tainya, tidak gegabah lagi dalam melaku-
kan suatu tindakan di wilayahnya masing-
masing,” kata Wakil Ketua Komisi Il DPR
Rl Yanuar Prihatin di Jakarta, Jumat, 8
September 2023.

Menurut Yanuar, tindakan penjegalan
tersebut tergolong tidak pantas untuk di-
lakukan seorang pejabat publik. Apabila
tidak diklarifikasi dengan benar, maka tin-
dakan tersebut terkesan penjegalan politis.

Seperti diketahui, belum lama ini Cak
Imin resmi dideklarasikan sebagai calon
wakil presiden yang akan mendampingi
calon presiden dari Partai Nasdem, Anies
Baswedan, pada Pilpres 2024. Selain itu,
tak berselang lama, Cak Imin juga menda-
patkan pemanggilan dari Komisi Pemberan-
tasan Korupsi (KPK) terkait kasus rasuah di
Kementerian Tenaga Kerja pada 2012.

Yanuar mengatakan, selain memberi
contoh buruk bagi kepala daerah lain,
dia mengkhawatirkan langkah terse-
but menjadi tren politik yang merusak
iklim demokrasi.

“Bila tindakan jegal menjegal ini 4
menyebar sebagai tren politik di .
berbagai daerah, maka bisa dibay- /
angkan suhu politik akan makin
panas enggak karuan. Ini
berpotensi membahayakan
iklim demokrasi yang sehat,
santun, etis, dan transparan,” '
katanya.

Yanuar menilai jabatan
kepala daerah seharusnya
tidak disalahgunakan untuk
merusak hubungan kelemba-
gaan di antara pejabat public.
Sebab, perbedaan pilihan politik
bukanlah alasan melarang se-
orang pejabat publik
lainnya tampil di
wilayahnya.

Terle-

bih, Muhaimin Iskandar hadir di Kabupaten
Tanah Laut bukan dalam kapasitasnya se-
bagai tokoh politik ataupun kandidat bakal
calon wakil presiden, melainkan dalam ka-
pasitasnya sebagai Wakil Ketua DPR.

“Jadi tidak ada urusan dengan dukung
mendukung secara politik. Bagi pejabat
publik seperti pimpinan DPR itu hal biasa
datang untuk membuka suatu acara. Bah-
kan, tidak jarang acara tersebut dilakukan
pemerintah daerah yang biayanya sudah
pasti dari APBD. Kejadian semacam ini
tergolong biasa saja,” tuturnya.

Menurut dia, Bupati Tanah Laut keliru
jika acara yang dibiayai anggaran dae-
rah tersebut dibuka oleh Muhaimin, maka
akan menjadi masalah besar. Hal itu lan-
taran tidak ada aturan yang dilanggar bila
pimpinan DPR hadir membuka atau men-
jadi narasumber suatu acara di daerah.

‘Justru pelarangan itulah yang menjadi
masalah besar. Ini tahun politik. Semua
hal yang kontroversial akan mudah sekali
dipersepsikan sebagai tindakan politik,”
ucapnya.

Untuk itu, Yanuar memandang Kemen-
terian Dalam Negeri harus memberikan
teguran atas penjegalan yang dilakukan
Bupati Tanah Laut tersebut sebagai anti-
sipasi agar langkah serupa tidak menjadi
tren yang menyebar ke kabupaten/kota
lainnya.

“Ini masalah serius, maka Kemend-
agri sebagai pembina politik dalam negeri
harus memberikan teguran terhadap kepa-
la daerah yang ‘over action’,” ucap dia.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Muhaim-

in Iskandar batal membuka

acara MTQ Interna-

sional di Kabu-
paten Tanah
Laut, Kali-
mantan
Sela-

tan, 6 September 2023. Sempat muncul
kabar adanya tekanan kepada Bupati Tan-
ah Laut Sukamta.

Cak Imin menyampaikan, Bupati Su-
kamta tidak berkenan dirinya untuk mem-
buka acara itu. Padahal, kedatangannya
ke Tanah Laut atas undangan Pimpinan
Pusat Jam’iyyatul Qurra wal Huffaz (JQH).
Selain itu, Cak Imin juga sudah menempuh
perjalanan darat selama dua jam dari Kota
Banjarmasin menuju Tanah Laut.

“Sudah sampai di sana tiba-tbba KH
Saifullah Ma’shum menyampaikan kepada
saya bahwa permohonan maaf sambil nan-
gis-nangis. Pak Bupati tidak berkenan dan
lebih baik tidak ada acara daripada saya
yang membuka,” ujar Cak Imin di Nasdem
Tower, Cikini, Jakarta Pusat, Rabu, 6 Sep-
tember 2023.

Karena Bupati Tanah Laut tak berkenan,
Ketua Umum PKB tersebut pun tak mem-
buka acara tersebut. Cak Imin tetap da-
tang menonton pelaksanaan MTQ interna-
sional itu. Namun, lagi-lagi Bupati Sukamta
tak berkenan ia menonton acara tersebut.

Dengan nada bercanda, Cak Imin men-

gaku marah kepa-
e da KH Saiful-
™ Il a h

y/’
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Ma’shum karena gagal membuka dan tak
boleh menghadiri MTQ internasional di
Tanah Laut. Padahal, kedatangannya ber-
status sebagai wakil ketua DPR, dan acara
tersebut digelar oleh Pengurus Besar Nah-
dlatul Ulama (PBNU).
“Saya marah karena saya kehilangan
harga tiket dari Jakarta ke Banjarmasin,
marahnya saya, saya minta untuk diganti.
Yang kedua marahnya saya, saya capek
sebetulnya untuk ke sini, ternyata sampe
sini sampean nggak jelas ngundang saya,”
ujar Cak Imin.
“Kalau gitu tidak usah undang saya, ter-
us bilang ke Pak Saifullah, ‘Pak Kiai jalan
aja terus tidak perlu ada saya tidak apa-
apa. Saya minta bukti bahwa saya pernah
ke sini tolong saya foto di backdrop-nya
saja’,” kata sambungnya.
Da juga menyampaikan, sebenarnya
tak ada intimidasi yang diterimanya ketika
sampai di Kabupaten Tanah Laut. Namun,
Bupati Sukamta hanya tak berkenan ia
membuka dan menghadiri acara MTQ in-
ternasional. “Jadi perlu dicatat tidak ada
intimidasi sama sekali, semua berjalan
smooth, tidak ada yang ngotot,” akunya.
Menurut Wakil Ketua Umum PKB, Jazilul
Fawaid, Bupati Tanah Laut selaku tuan ru-
mah penyelenggaraan MTQ disebut telah
mendapat tekanan, ancaman dan intimida-
si dari pihak tertentu agar Cak Imin ditolak
memberikan sambutan.
Jazilul menerangkan, Bupati Tanah Laut
diancam apabila tak mau menolak ke-
hadiran Cak Imin. Oleh karenanya hingga
kembali ke Jakarta, Cak Imin tak diberi
kesempatan dalam acara MTQ.
“Informasi yang saya terima, Gus
Imin kembali sesuai jadwal kepulan-
gannya, namun batal membuka MTQ
Internasional tersebut, itu atas per-
mintaan Bupati Tanah Laut yang men-
gaku mendapat tekanan, ancaman dan

intimidasi dari pihak tertentu agar Gus
Imin ditolak memberikan sambutan pada
acara tersebut,” ungkap Jazilul.

Wakil Ketua MPR itu berharap agar di-
lakukan pengusutan oleh aparat penegak
hukum dan panitia MTQ siapa terduga
dalang batalnya pembukaan MTQ oleh
Cak Imin, berikut motif di bela-
kang penolakan tersebut.
“PKB berharap peri-
stiwa ini diusut

siapa dalang
dan apa motif
mereka yang
mengintimi-
dasi Bupati
tanah Laut
untuk  meno-
lak kehadiran

Gus Imin pada

arena  MTQ.
Sungguh,  Ini
kejadian aneh,”
tegasnya.
®RDO
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Menteri Agama Yaqut
Cholil Qoumas mengim-
bau masyarakat agar
tidak memilih pemimpin
yang memecah belah
umat dan mengguna-
kan agama sebagai alat
politik.

‘ ‘ arus dicek betul. Pernah
enggak calon pemimpin kita,
calon presiden kita ini, me-
mecah belah umat. Kalau

pernah, jangan dipilih,” kata Menag Yaqut

saat menghadiri Tablig Akbar Idul Khotmi

Nasional Thorigoh Tijaniyah ke-231 di Pon-

dok Pesantren Az-Zawiyah, Tanjung Anom,

Garut, Jawa Barat, Minggu, 3 September

2023.

Yaqut juga meminta masyarakat tidak me-
milih calon pemimpin yang menggunakan
agama sebagai alat politik untuk memper-
oleh kekuasaan. “Agama seharusnya da-
pat melindungi kepentingan seluruh umat,
masyarakat. Umat Islam diajarkan agar me-
nebarkan Islam sebagai rahmat, rahmatan
lil ‘alamin, rahmat untuk semesta alam.
Bukan rahmatan lil Islami, tok,” kata
Menag.

Karena itu pemimpin yang ideal,
menurutnya, harus mampu menjadi
rahmat bagi semua golongan. “Kita
lihat calon pemimpin kita ini pernah
menggunakan agama sebagai alat
untuk memenangkan kepentingan-
nya atau tidak. Kalau pernah, jangan
dipilih,” tegasnya.

Menag menyampaikan pentingnya
penelusuran rekam jejak saat menen-
tukan calon pemimpin bangsa. Hal ini
bertujuan agar bangsa Indonesia mem-
peroleh pemimpin yang amanah dan da-
pat mengemban tanggung jawab kema-
juan negeri ini.

“Saya berpesan kepada seluruh ikhwan
dan akhwat ini agar nanti ketika memilih
para pemimpin, memilih calon pemimpin
kita, calon presiden, dan wakil presiden,
kita, lihat betul rekam jejaknya,” kata Menag.

Menag berharap Tarekat Tijaniyah dapat
mengambil peran yang lebih besar men-
jelang tahun politik untuk mendamaikan
umat, agar umat bisa tetap tenang, teduh,
dan damai meskipun berbeda-beda dalam
pilihannya.

“Bagaimana memilih pemimpin yang
benar-benar bisa dipercaya, bisa diberikan
amanah untuk memimpin bangsa besar.
Bangsa yang memiliki keragaman, bangsa
yang memiliki banyak perbedaan, tetapi itu
menjadi kekuatan kita,” ujar Yaqut.

Sebelumnya, Kepala Badan Litbang dan
Diklat Kementerian Agama, Amien Suyitno,
juga mengajak seluruh aparatur sipil ne-
gara (ASN) di lingkungan kementerian itu
untuk menolak politik identitas karena dapat
mengancam persatuan. la mendorong ASN
harus menjadi agen yang bisa mengelimina-

“Gus Yaqut semestinya

A) tidak membuat pernyataan-

pernyataan kontradiktif
atau anomali yang bisa

memicu pertentangan di

Masyarakat”

Ujang Komarudin

si setiap penggunaan politik identitas yang
dapat memecah belah persatuan.

“Saya ingin menyampaikan pesan Gus
Men (Yaqut Cholil Qoumas) tentang perlu-
nya menolak politik identitas,” ujar Amien.

Amien mengatakan politik identitas harus
ditolak karena sangat berbahaya bagi har-
moni dan kerukunan masyarakat Indone-
sia. Menurut dia, politik identitas
dengan identitas manusia
berbeda. Setiap orang
tentu memiliki identitas
masing-masing, baik
jabatan,  pekerjaan,
kelompok  gender,
maupun agama, dan
suku bangsa.

“Mengapa  kita

harus menolak
politik identitas?
Kalau terkait

pentingnya identi-

tas, memang iya.

Lalu, apanya yang
kita tolak? Yaitu poli-
tik identitas yang
digunakan
untuk

exsekutiF ()
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CALON PRESIDEN PEGAH BELAH UMAT

kepentingan politik,” kata dia.

Menurut Suyitno, identitas yang melekat,
seperti suku, agama, ras, dan antargolon-
gan (SARA) tentu tidak bisa ditolak. Sebab,
semua itu merupakan bawaan lahir. Akan
tetapi, jika itu digunakan untuk kepentingan
politik praktis, harus ditolak.

“Sebab, itu berbahaya. Apalagi, politik

identitas dengan nomenklatur agama itu
lebih berbahaya lagi. Karena kita
punya pengalaman bahwa hal
itu bisa menjadikan disharmoni
antarkeluarga,” katanya.

Amien menambahkan, dis-
harmoni antarkeluarga masih
bisa ditemui di masyarakat

akibat perbedaan pilihan

politik pada Pilpres 2019.

Maka dari itu, menjadi pent-

ing untuk menolak politik

identitas demi memperkuat
harmoni di tengah per-
bedaan.

“Mereka belum move on.
Ini nyata dan ini harus kita
cegah,” kata dia.

Ketua Umum PKB, Muhaim-
in Iskandar, menanggapi imbauan
Menag agar masyarakat
tidak memilih pem-
impin yang me-
mecah belah
umat dan
mengguna-
kan agama
sebagai

alat politik menjelang Pilpres 2024. Cak Imin
itu mengungkapkan bahwa dirinya bersama
Anies Baswedan menganut nilai-nilai ke-
bangsaan yang sama.

“Mas Anies pada dasarnya sama persis
dengan saya. NKRI harga mati, Pancasila,
Bhinneka Tunggal lka, UUD NRI Tahun
1945, itu sudah final. Komitmen saya den-
gan Mas Anies,” ujar Cak Imin di Sekretariat
PB PMII, Jakarta, Rabu, 6 September 2023.

Apabila disangkutpautkan dengan politik
identitas, Cak Imin dan Anies dengan te-
gas menolak hal itu. Kendati demikian, dia
tak memungkiri setiap masyarakat memiliki
identitas sendiri.

Adapun politik identitas merupakan se-
buah alat politik suatu kelompok seperti
etnis, suku, budaya, agama, atau yang lain-
nya untuk tujuan tertentu. Misalnya sebagai
bentuk perlawanan atau sebagai alat untuk
menunjukkan jati diri suatu kelompok terse-
but.

“Akan tetapi, kami tidak terpengaruh
oleh seluruh bentuk politik identitas yang
berkembang,” katanya.

Namun begitu, Menag diingatkan agar
berhati-hati dalam memberikan pernyataan-
nya berkaitan politik menuju Pilpres 2024.
Hal ini karena pernyataannya yang mengim-
bau masyarakat tidak memilih pemimpin
yang memecah belah umat dan mengguna-
kan agama sebagai alat politik.

Pengamat politik dari Universitas Al Azhar
Indonesia, Ujang Komarudin, mengatakan,
jangan sampai pernyataan dari Menag jus-
tru malah memicu perpecahan di antara
masyarakat.

“Gus Yaqut semestinya tidak membuat
pernyataan-pernyataan kontradiktif atau
anomali yang bisa memicu pertentangan
di masyarakat. Tidak perlu mengeluarkan
pernyataan yang justru akan mendapat-
kan respons yang negatif dari publik,” kata
Ujang, Selasa, 5 September 2023.

Ujang mengatakan, meski sah-sah saja
dalam menyampaikan pendapatnya, tetapi
Gus Yaqut saat ini adalah pejabat publik. Ka-
rena itu, alih-alih mengeluarkan pernyataan
yang memicu kontroversi, sebaiknya fokus
bekerja menjalankan visi misi presiden.

Sebab, pernyataan tersebut justru ber-
potensi memicu munculnya politik identitas
yang saat ini sudah jauh menurun diband-
ingkan Pilpres 2019.

“Para pejabat termasuk para menteri tidak
perlu membuat pernyataan tidak perlu. Ka-
rena masyarakat sudah paham sudah tahu
bahwa politik identitas harus ditinggalkan,
politik SARA juga harus dihilangkan, adu
domba juga harus dienyahkan, itu publik
masyarakat sudah tahu itu,” ujarnya.

Direktur Eksekutif Indonesia Political Re-
view (IPR) ini mengingatkan untuk menghor-
mati pilihan politik setiap orang. Hal ini pent-

ing untuk menjaga persatuan dan kesatuan

di antara perbedaan politik.

“Kita harus hilangkan ego, lalu juga me-
mahami perbedaan, dan kita harus hor-
mati beda pilihan siapapun di antara anak
bangsa. Dan untuk tidak membangun politik
yang berdasarkan identitas, SARA, fithah
dan narasi negatif lainnya,” ujarnya.® RDO
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PELUANG MENANG

Banyak cara dilakukan
para calon anggota legis-
latif untuk meraih popu-
laritas dan dukungan dari
masyarakat, mulai dari
blusukan, menyalurkan
bantuan, dan beragam
cara lainnya.

ak sedikit oknum caleg yang mel-

akukan cara curang, seperti poli-

tik uang atau money politic agar

lebih mudah mendapatkan su-
ara masyarakat. Hal itu dilakukan secara
diam-diam, untuk memuluskan jalannya
menuju kemenangan.

Meski begitu, ada juga caleg yang
menggaet popularitas di masyarakat den-
gan cara yang unik. Seperti yang dilaku-
kan caleg PDIP Sumatera Selatan, Rizky
Pratama Saputra. Rizky akan bertarung di
daerah pemilihan 6 Jakabaring yang meli-
puti kawasan Seberang Ulu 1, Kertapati,
dan Jakabaring Palembang.

Sudah bergabung di PDIP sejak 23 ta-
hun lalu, dia kini didapuk
menjadi Bendahara
Badan Penanggulan-
gan Bencana Alam
(Baguna) DPC PDIP
Palembang.  Untuk
kesekian kalinya,
dia mencoba perun-
tungan di pemilihan
legislatif (pileg)
dengan berbagai
cara.

Mengevalu-
asi kekalahan di
beberapa kali pi-
leg, Rizky akhirnya
tahu bagaimana cara
agar lebih populer di
kalangan masyarakat,
sehingga bisa
meraih

Saat turun di du-
@ \ nia politik, jangan

suara terbanyak dan memenangkannya
sebagai wakil rakyat di DPRD Palembang.
Salah satu yang dilakukannya adalah
mengunjungi warga secara door to door.

“Saat harga telur di pasaran mencapai
Rp33 ribu per kilogram dan harga beras
yang naik, saya langsung bergerak meny-
umbangkan telur dan beras ke 1.000 orang
kepala keluarga (KK) di dapil saya sembari
mengenalkan saya sebagai caleg. Saya
dibantu 4.000 orang anggota tim saya,”
ujarnya.

Rizky mengaku lebih tertarik menam-
pung aspirasi masyarakat daripada mem-
buka ruang diskusi. Karena dengan itu,
apa yang dibutuhkan masyarakat bisa ter-
sampaikan, seperti masalah penerangan,
ketersediaan air, kesehatan dan tingkat
kesejahteraan. Warga juga meminta untuk
memfasilitasi keamanan, karena tingginya
tindak kriminal di kawasan dapil tersebut.

Dia juga mengakui, kekalahan di be-
berapa pemilu karena bersaing dengan
caleg-caleg yang menggunakan money
politic. Namun hingga kini, dia tidak tertarik
melakukan cara berkampanye seperti itu
karena tidak mendidik masyarakat.

“Lebih efisien turun secara langsung.
Karena masyarakat ingin tahu bagaimana
sosok calon wakil rakyatnya.

menghitung-
hitung  cost
yang ke-
luar, tetap
berusaha,
walaupun
kita tidak
tahu
akh -
irnya

“Rata-rata kalangan

masyarakat dengan kondisi
ekonomi ke bawah dan pen-
didikan setara SMP ke bawah
yang paling rentan ter-
dampak money politic”

Khairil Amri

menang tidaknya,” katanya.

Dia pun berjanji jika terpilih menjadi
wakil rakyat akan mewujudkan keinginan
masyarakat untuk meningkatkan fasilitas
di dapilnya. Bahkan, dia akan menyisihkan
sebagian gajinya sebagai wakil rakyat un-
tuk membantu masyarakat sekitar.

Sebagian gajinya itu bisa digunakan un-
tuk membantu masyarakat kurang mam-
pu, menyediakan air bersih, membantu
penerangan daerah, hingga pembinaan
UMKM dan menyediakan sembako.

“Karena saya punya prinsip, hidup saya
sekarang berkecukupan. Sudah jadi ang-
gota dewan nanti, saya ingin sama seperti
ini. Makanya gaji saya nanti akan saya sisi-
hkan untuk masyarakat agar mereka men-
dapatkan hak-haknya sebagai warga ne-
gara Indonesia,” ungkap Sekretaris Forum
Rakyat Peduli Sosial (FRPS) Sumsel ini.

Dari salah satu lembaga survei di Indo-
nesia yang ada di Sumsel, dia menduduki
posisi delapan besar dari seluruh jumlah
caleg di dapil 6. Jurnalis sekaligus pengu-
saha ini yakin, akan memenangkan kont-
estasi Pileg 2024. Terlebih, banyak peta-
hana di dapilnya sudah banyak yang tidak
ikut mencalonkan diri.

Selain Rizky, ada pula caleh dari Partai
Buruh, M Riza Vahlevi, yang mer-
upakan caleg DPRD Sumsel
Dapil 10 Kabupaten Banyu-
asin, yang juga menolak
menggunakan money

politic  untuk men-
dongkrak popularitas
di masyarakat.
Koordinator Na-
\ﬂ sional Sayap Millenial
ORANGE-B dan Ketua
Bapilu EXCO Partai

Buruh Sumsel ini

menyebut, sebagai

perwakilan anak
muda, dia mempunyai
tanggung jawab sosial
ikut berpartisipasi dalam
dalam Pemilu 2024.
Menurutnya, untuk men-
dapatkan popularitas dan
elektabilitas menjadi  hal
penting, namun harus ada
strategi  khusus.

-
A= b
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TANPA POLITIK UANG

Sebagai generasi yang mencoba meng-
gapai perolehan suara dari kalangan anak
muda, ada beberapa strategi yang harus
dilakukan, seperti akrab bermedia sosial
dengan membuat kampanye unik dan
tidak jadul.

“Kita juga terjun ke lapangan, melakukan
komunikasi dengan masyarakat, menyam-
paikan visi dan misi program kerja, baik
secara personal maupun program kerja
partai kepada kalangan anak muda dan
kelompok masyarakat tentang fungsi dan
tugas lembaga legislatif dalam membuat
peraturan yang berdampak secara luas.
Menjadi caleg harus memiliki karakteris-
tik berintegritas, tidak kaku, dan membaur
bersama masyarakat, caleg jangan ber-
sandiwara,” katanya.

Dia mengatakan, politk uang harus
menjadi musuh bersama agar ke depan
dapat menghasilkan calon anggota legis-
latif atau pemimpin yang dapat bekerja un-
tuk masyarakat, bukan berpikir mengem-
balikan modal kampanye.

Politik uang biasanya dilakukan oleh
caleg yang tidak mengedepankan pro-
gram kerja sebagai jalur sosialisasinya dan
justru mengedepankan modal uang untuk
meraih simpati masyarakat.

“Jelang pemilu mendatang, masyarakat
dapat merasakan caleg musiman, mereka
datang hanya saat mulai pemilu. Ke mana
saja selama ini?” ujarnya.

Riza mengungkapkan, secara objek-
tif aksi simpati hingga kini masih menjadi
hal penting yang harus diperhitungkan.
Dalam hal ini, masyarakat dapat melihat
mana bakal calon wakilnya atau pemimpin
mereka ke depan yang akan bekerja un-
tuk rakyat. Dalam dunia jurnalistik, aksi
simpati biasanya dilakukan secara suka-
rela dan aksi money politic justru membuat
pemimpin atau wakil rakyat tidak menge-
nal rakyatnya.

“Saya contohkan, saat saya bekerja
sebagai jurnalis, banyak sekali keluhan
masyarakat yang dilaporkan untuk dipub-
likasikan dan diberitakan agar didengar
oleh pemerintah dan wakil rakyat mere-
ka. Pertanyaannya adalah apakah wakil
rakyat tidak mengenal atau berkomunikasi
dengan rakyatnya, sehingga harus rakyat
mengeluh lalu dipublikasikan terlebih da-
hulu, baru kemudian turun aksi sebagai
pahlawan kesiangan, itukan miris,” ujarnya.

Direktur Eksekutif Indonesia Survei
(ISU), Khairil Amri, mengatakan, dari
hasil survey yang terbaru, 80 persen
masyarakat di Sumsel sudah mengetahui
tokoh-tokoh yang mencalonkan diri seba-
gai caleg. Namun, caleg yang turun lang-
sung ke masyarakat yang lebih popular
dibandingkan yang menggunakan money
politic.

Menurutnya, money politic saat ini
tidak terlalu berdampak pada pilihan
masyarakat. Yang lebih disukai warga
adalah caleg-caleg yang mengenalkan diri
secara langsung dan memberikan bantuan



“Kalau melihat arus utama
dan kecenderungannya,
rasa-rasanya PPP tetap

, lebih condong bersama
= dengan PDIP mengusung

: Ganjar Pranowo”

PARTAI @
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PPP TAK ADA PILIHAN
HANYA BISA DUKUNG GANJAR

Lobi-lobi politik di inter-
nal koalisi PDIP semakin
alot. Pasalnya, nama
bakal calon wakil pre-
siden pendamping Gan-
jar Pranowo tak kunjung
mengemuka di publik.
Yang ada, justru ada
gejolak dengan Partai
Persatuan Pembangunan
(PPP) yang ikut berga-
bung dalam koalisi.

ejolak tersebut mulanya terjadi
saat Wakil Ketua Umum PPP,
Arsul Sani, membuka wacana
akan loncat ke koalisi lain, apa-
bila Ketua Badan Pemenangan Pemilu
(Bappilu) PPP, Sandiaga Salahuddin Uno,
tak disepakati menjadi bakal cawapres yang
akan mendampingi Ganjar di Pilpres 2024.

Arsul beralasan saat melontarkan waca-
na tersebut di awal Agustus kemarin, den-
gan menyebut banyak akar rumput di PPP
yang belum setuju partai berlogo Ka’bah itu
bergabung bersama PDIP. Sehingga, ada
kemungkinan peralihan arah politik, termas-
uk jika Sandiaga Uno tak menjadi cawapres
Ganjar.

Panasnya suhu politik di internal PPP
pun menguat pasca Arsul membuka wa-
cana tersebut. Hal itu dibuktikan dengan
digelarnya rapat internal mendadak pada
Selasa malam, 8 Agustus 2023, dan dihadiri
Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum PPP,
Mardiono, didampingi Sekretaris Jenderal,
Arwani Thomafi. Hadir juga jajaran pengu-
rus DPP PPP dan Ketua DPW PPP seluruh
Indonesia secara daring.

Hasil dari rapat tersebut, disampaikan
oleh Juru Bicara PPP, Usman Tokan, adalah
membahas penyataan Arsul, yang secara
kelembagaan dinilai telah melanggar ang-
garan dasar dan anggaran rumah tangga
(AD/ART) partai, karena dipastikan yang
disampaikan Wakil Ketua MPR Rl itu telah
melampaui kewenangannya dan tak sesuai
fakta perkembangan di internal koalisi.

Bahkan, desas-desus yang beredar me-
nyebutkan, Arsul yang di-
mutasi dari Komisi Ill DPR
menjadi anggota Komisi 4
I DPR merupakan ba-
gian dari sanksi yang
diberikan, karena
telah mewa-
canakan PPP
akan loncat
koalisi jika
Sandiaga |
Uno tak A
dis- y
etu-
jui

e
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menjadi cawapres Ganjar.

“Seharusnya (Arsul) memahami betul me-
kanisme yang ada di tubuh Partai Persatu-
an Pembangunan. Beliau adalah pakarnya
hukum, kok bisa bicara sudah melampaui
kewenangannya melebihi AD/ART,” ungkap
Usman dalam siaran persnya yang beredar.

Kendati begitu, PPP memastikan akan
tetap berada di PDIP. Tetapi di sisi yang lain,
Usman menyatakan partai yang dipimpin
Mardiono akan tetap konsisten memper-
juangkan amanat rapat pimpinan nasional
(Rapimnas) PPP untuk menjadikan Sandi-
aga Uno sebagai cawapres Ganjar.

“Rapimnas berikutnya menetapkan Pak
Sandiaga Salahudin Uno selaku kader par-
tai sebagai cawapres mendampingi Mas
Ganjar,” sambung Usman.

Bicara peluang Sandiaga Uno menjadi
cawapres Ganjar, nampaknya memang
tidak cukup kuat. Sebab, dalam suatu acara
diskusi di bilangan Jakarta Pusat, Kamis,
7 September 2023, politisi PDIP, Masinton
Pasaribu sempat ditanya mengenai bocoran
nama cawapres yang akan dideklarasikan.

Di antara nama-nama yang beredar di
publik, Masinton sama sekali tidak menye-
but Sandiaga Uno sebagai salah satu yang
masuk radar PDIP. Justru, anggota Komisi
Il DPR itu malah menyebutkan nama politisi
Partai Golkar yang baru saja pensiun men-
jadi Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil,
hingga Ketua Umum Partai Demokrat,
Agus  Harimurti
Yudhoyono
(AHY).

“Nama Mas Ridwan Kamil masuk dalam
radar, seperti disampaikan Mbak Puan Ma-
harani (Ketua DPP PDIP dan sekaligus Ket-
ua Tim Pemenangan Ganjar). Bahkan ada
nama Mas AHY, ada Prof. Mahfud (Menteri
Koordinator Bidang Politik dan Kemanan),
Pak Andika Perkasa (mantan Panglima
TNI), dan ada beberapa nama lagi,” ucap
Masinton dalam acara diskusi OTW 24 yang
diselenggarakan lembaga survei KedaiKO-
PI.

Di antara nama-nama yang menguat
menjadi cawapres Ganjar, bisa saja salah
satunya akan disepakati Ketua Umum PDIP,
Megawati Soekarnoputri, sebagai pemilik
wewenang tertinggi di internal partai dan
paling berpengaruh di koalisi.

“Ya mungkin bisa saja (salah satu di atara
nama-nama yang beredar). Cuman kan kita
enggak tahu, keputusannya kan nanti. Kita
tunggu saja kapan ada breaking newsnya,”
ujarnya.

Namun, Masinton memastikan PDIP me-
miliki pertimbangan-pertimbangan tersendi-
ri dalam memilih sosok cawapres bagi
Ganjar yang juga baru saja berakhir masa
jabatannya sebagai Gubernur Jawa Tengah
periode 2018-2023.

“Tentu dalam aspek elektoral ini, dalam
pemilihan ini kan Jawa itu kunci. Karena
populasi penduduk terkonsentrasi di Pulau
Jawa, tentu semua rebutan di Pulau Jawa.
Artinya, kita juga enggak boleh mengabai-
kan aspek luar Jawa,” paparnya.

“Karena sudah
di atur dalam
UU  (pemilu)
pemenang
harus mem-
peroleh
lebih dari 50
persen per
provinsi.
Maka, ke-
tika Jawa
adalah
kunci,
semua
konsen-
trasi ke
sana. tetapi
kita tidak boleh
abai dalam konteks
ke-Indonesian

kita,” sambung Masinton.

Kecamuk permasalahan yang terjadi
antara PDIP dan PPP tersebut dipandang
sebagai suatu dinamika politik yang biasa
terjadi jelang kontestasi Pilpres oleh Direktur
Eksekutif Parameter Politik Indonesia (PPI),
Adi Prayitno.

“Perbedaan pendapat di antara partai itu
pastiya ada ya. Termasuk di PPP. Tapi kalau
melihat arus utama dan kecenderungan-
nya, rasa-rasanya PPP tetap lebih condong
bersama dengan PDIP mengusung Ganjar
Pranowo. Artinya, secara mayoritas dan
kelembagaan hari ini, PPP tetap menyata-
kan tegak lurus bersama PDIP mengusung
Ganjar Pranowo,” tutur Adi kepada Info In-
donesia, Jumat, 8 September 2023.

Kalau ada elit tertentu yang berbeda sikap
politik, Adi menilai hal itu hanya sebagai wa-
cana yang sengaja digaungkan di tengah-
tengah masyarakat. Sehingga, belum men-
jadi keputusan final PPP dan itu sebagai
satu hal yang lumrah terjadi.

“Seperti Pak Arsul yang punya sikap
politiknya berbeda dan disikapi internal, itu
fenomena biasa dalam politik kita. Karena
yang akan dilihat di kita pada prinsipnya
adalah keputusan resmi dari partai pen-
dukung tetap di PDIP atau pindah ke lain
hati,” katanya.

Dia berpendapat, kejadian beda penda-
pat antar elite partai banyak terjadi di selain
PPP. Dia mengistilahkan persoalan terse-
but sebagai bias politik yang disebabkan
ketidakmatangan konsolidasi di internal
di segala tingkatan.

Dari banyak kasus yang terjadi, pen-
gajar politik di Universitas Islam Negeri
(UIN) Syarif Hidayatullah, Jakarta, itu
meyakini PPP telah dikandangi PDIP,
mengingat sampai saat ini posisi

Partai Ka’bah punya peluang mem-

bantu perolehan suara Ganjar di

Pilpres 2024.

“Memang partai tidak bisa
mengontrol secara aklamatif soal
sikap dan kecenderungan per-
ilaku elitnya. Pasti ada saja yang
nyempil, pasti ada saja yang ber-

beda. Tapi yang dilihat oleh publik
adalah bagaimana keputusan for-
mal, keputusan final dari partai itu
dalam Pilpres. Kalau PPP sejauh ini
kecenderungan mayoritas politiknya
lebih banyak tetap bersama PDIP dan
Ganjar Pranowo,” tutup Adi.®RDO
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PARTAI UMMAT TAKUT GAGAL
AJUKAN GUGATAN KE MK

Sejumlah partai politik
diprediksi gagal lolos
ke Senayan karena
tidak mencapai ambang
batas parlemen atau
parliamentary thresh-
old 4 persen. Salah
satu yang disebut tidak
bisa lolos adalah Partai
Ummat.

eski mengaku santai dengan

hasil sejumlah lembaga sur-

vei, Partai Ummat tetap saja

punya kekhawatiran gagal
mengirimkan kadernya ke Senayan. Hal
itu bisa terlihat ketika Partai Ummat men-
gajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi
(MK) soal ambang batas parlemen seba-
gaimana diatur dalam Pasal 414 Ayat (1)
UU 7/2017 tentang Pemilihan Umum.

Ketua Umum Partai Ummat, Ridho Rah-
madi, menilai, ambang batas parlemen 4
persen itu sangat membebani partai politik
peserta pemilu. Selain itu, aturan menge-
nai syarat untuk memenuhi ambang batas
parlemen tidak berdasar.

“Karena logikanya tidak masuk akal dan
sangat merugikan partai politik peserta
pemilu,” kata Ridho di Jakarta, Kamis, 7
September 2023.

Pasal 414 Ayat (1) tersebut berbunyi,
“partai politik peserta pemilu harus me-
menuhi ambang batas perolehan suara
paling sedikit empat persen dari jumlah
suara sah secara nasional untuk diikutkan
dalam penentuan perolehan kursi anggota
DPR.”

Ridho mengatakan, Pasal 414 Ayat (1)
tersebut merupakan aturan yang tidak
memberikan keadilan bagi partai politik.
Aturan tersebut hanya memberikan keun-
tungan kepada partai politik yang sudah
sering mengikuti pemilu.

“Karenanya, Partai Ummat akan
mengajukan judicial review atau |
peninjauan kembali atas pasal ber-
masalah ini dan kami mengajak se-
genap anak bangsa agar bersama-sa-
ma menegakkan keadilan,” tegas Ridho.

Dia menegaskan, partainya bertekad
untuk melawan seluruh
upaya kezaliman
yang dilaku-
kan kelom-
pok ter-
tentu
demi

i

mengambil keuntungan dari aturan yang
bermasalah ini.

Dia menjelaskan, partai politik yang ber-
hasil memperoleh kursi DPR di 47 Daerah
Pemilihan belum tentu bisa menempatkan
47 wakilnya di parlemen bila 47 kursi itu
diperoleh dari dapil yang jumlah pemilihn-
ya sedikit.

Sebaliknya, kata Ridho, meskipun hanya
memperoleh 19 kursi, tapi bila kursi terse-
but didapatkan dari dapil yang jumlah pe-
milihnya banyak, maka partai politik terse-
but bisa langsung melenggang ke DPR.

“Keganijilan ini bersumber dari ambang
batas parlemen 4 persen yang basisnya
adalah suara, bukan kursi. Ini jelas tidak
adil dan cara berpikirnya ganjil,” kata Rid-
ho.

Hasil kajian dan simulasi yang dilakukan
Partai Ummat menunjukkan partai politik
peserta pemilu yang berhasil meraih kursi
di setiap daerah pemilihan di luar Pulau
Jawa dan beberapa kursi di dapil Pulau
Jawa sebanyak 47 kursi, atau setara den-
gan lebih dari 8 persen jumlah total kursi
DPR. Namun, bila 47 kursi itu dikonversi
menjadi suara, maka hanya menjadi 3,34
persen suara sah nasional.

“Dengan demikian, maka partai politik
tersebut otomatis tidak lolos masuk Sen-
ayan karena ambang batas parlemen itu 4
persen suara sah nasional. Jelas ini cara
berpikirnya kacau,” jelas Ridho.

Ridho mengatakan, ketidakadilan am-
bang batas parlemen ini bisa dilihat pada
kasus PPP yang pada Pemilu 2019 meraih
4,52 persen suara sah nasional. Padahal
PPP hanya meraih 19 kursi dari dapil padat

penduduk di
sejumlah

“Jadi secara kalkulasi
hitungan partai umat
merasa berat untuk bisa
memenuhi ambang batas
parlemen 4 persen”

Hasyibulloh Mulyawan

provinsi.

Penerapan ambang batas parlemen
yang hanya berdasar atas perolehan su-
ara sah nasional, kata Ridho, sangat tidak
masuk akal, tidak proporsional, dan tidak
adil.

“Bahkan, lebih dari itu, sangat tidak
mencerminkan keterwakilan pemilih yang
tersebar dan beragam di wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia,” ujarnya.

Partai Ummat memohon kepada MK
untuk menyatakan Pasal 414 ayat (1) UU
7/2017 tentang Pemilu bertentangan den-
gan UUD 1945, dan membatalkannya
demi hukum, serta melakukan perbaikan
terhadap aturan tersebut.

Partai Ummat memohon kepada MK
agar basis ambang batas perlemen tidak
hanya didasarkan pada jumlah 4 persen
suara atau voters, tetapi juga jumlah 4
persen kursi di parlemen.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Ethical
Politics, Hasyibulloh Mulyawan, mengata-
kan, langkah Partai Ummat untuk menggu-
gat ambang batas parlemen bentuk kekha-
watiran dari partai besutan Amies Rais.

“Ini bisa jadi memang kekawatiran Par-
tai Ummat karena melihat banyaknya par-
tai berasaskan keislaman yang mengikuti
kontestasi pada Pemilu 2024 mendatang,”
kata Iwan.

Dia menyebut, ceruk pemilih antara Par-
tai Ummat dengan partai yang berbasis
Islam relatif sama. Maka, Partai Ummat
akan sangat kesulitan merebut suara pe-
milih Islam.

“Sehingga ceruk pasar pemilih mereka
relatif sama dan menyulitkan Partai Um-
mat sebagai partai baru untuk bisa mer-
ebut penuh suara pemilih Islam,” jelas pria
yang akrab disapa Iwan itu.

Iwan mengata-
kan, ka-
rena

ceruk pemilih Partai Ummat dengan partai
berbasis itu sama, maka partai berlam-
bang perisai bintang emas itu merasa be-
rat untuk mencari ambang batas parlemen.

‘Jadi secara kalkulasi hitungan partai
umat merasa berat untuk bisa memenuhi
ambang Batas parlemen 4 persen,” terang
Iwan.

Keberadaan Amien Rais di Partai Um-
mat juga tidak memberikan dampak yang
besar terhadap pemilih Islam. Dia mem-
prediksi basis pemilih Partai Ummat ialah
Muhammadiyah.

“Dengan adanya Amien Rais di dalam
Partai Ummat bisa jadi hanya bisa sedikit
meraih suara pemilih Islam, khususnya su-
ara Muhammadiyah,” kata Iwan.

Padahal, semua partai politik peserta
pemilu ingin merebut ceruk pemilih muda
yang diperkirakan mencapai 60 persen
dari total suara sah. Iwan menyebut, Partai
Ummat masih cenderung menjadi partai
tertutup yang hanya mengkampanyekan
tentang keislaman.

“Sehingga akan sulit meraih suara diluar
ceruk pasar tradisionalnya,” ujar lwan.

Berdasarkan survei terbaru Litbang
Kompas yang dilakukan pada 27 Juli hing-
ga 7 Agustus 2023, disebutkan hanya 7
partai peserta Pemilu 2024 yang lolos am-
bang batas parlemen. Artinya, dari 18 par-
tai perebut kursi Senayan, 11 di antaranya
masih mendapat elektabilitas di bawah 4
persen.

PAN dan PPP adalah partai yang pada
periode 2019-2024 berhasil masuk parle-
men, kini mendapat elektabilitas di bawah
4 persen, PAN (3,4 persen) dan PPP (1,6
persen).

Sedangkan partai baru maupun nonpar-
lemen tidak ada yang mendapat elektabili-
tas di atas 4 persen. Partai nonparlemen
dengan perolehan elektabilitas tertinggi
adalah Perindo dengan 3,4 persen.

Di bawah tiga partai tersebut, elekta-
bilitasnya di bawah 1 persen. Mayoritas
mereka adalah partai baru, namun ada
juga partai lama. Partai-partai tersebut
adalah Partai Hanura (0,8 persen), PSI
(0,8 persen), Partai Garuda (0,5 persen),
Partai Gelora (0,4 persen), Partai Ummat
(0,2 persen), PBB (0,1 persen), dan Partai

Buruh (0,1 persen).

Di sisi lain, Partai kebangkinan Nusan-

tara (PKN) tidak terekam pada hasil sur-

vei tersebut. Namun PKN tidak termasuk
yang lolos ambang batas parlemen.

Sedangkan partai yang elektabilitasnya
memenuhi ambang batas parlemen adalah
PDIP (24,4 persen), Partai Gerindra (18,9
persen), Partai Kebangkitan Bangsa (7,6
persen), Partai Golkar (7,2 persen), Partai
Demokrat (7,0 persen), Partai Keadilan
Sejahtera (6,3 persen), dan Partai
Nasdem (5,9 persen).®RDO



Keputusan Partai Nas-
dem memilih PKB dan
Muhaimin Iskandar
sebagai calon wakil
presiden Anies Bas-
wedan menjadi pukul-
an telak bagi Partai
Demokrat. Partai yang
didirikan Susilo Bam-
bang Yudhoyono (SBY)
merasa dikhianati sete-
lah setahun berjalan
bersama membentuk
Koalisi Perubahan.

untut kekecewaan itu, Ketua

Umum Partai Demokrat, Agus

Harimurti  Yudhoyono (AHY)

memutuskan keluar dari ba-
risan Koalisi Perubahan. Bahkan, se-
jumlah kader yang marah langsung
mencopot dan mencoret baliho partai
bergambar AHY yang berdampingan
dengan Anies.

AHY meminta seluruh kader untuk ber-
siap menyongsong lembaran baru dalam
perjalanan politik partai menuju Pemilu
2024. Dia juga mengimbau agar ikhlas
dan membuka pintu maaf kepada siapa-
pun yang menyakiti partai berlambang
mercy itu.

Putra sulung SBY ini juga meminta se-
luruh kader dan simpatisan agar dapat
menyudahi seluruh rasa kecewa terha-
dap rekan koalisinya.

“Saya pun sebagai manusia biasa
tentu tidak luput dari kekurangan. Mohon
dimaafkan. Mari kita buka lembaran baru
ke depan, kita harus segera move on,” te-
gas AHY di Kantor DPP Partai Demokrat,
Menteng, Jakarta Pusat, Senin, 4 Sep-
tember 2023.

Kini, Partai Demokrat siap membuka
ruang komunikasi dengan koalisi yang
sudah ada saat ini. Komunikasi tersebut
terlebih dahulu akan dibawa ke Majelis
Tinggi Partai Demokrat untuk diputuskan
bersama sebelum menjadi keputusan
resmi.

“Dalam upaya memperjuangkan
perubahan dan perbaikan
itu, Demokrat akan
berikhtiar untuk
berga-

i

“Partai Demokrat tampaknya
lebih berpeluang berkoalisi den-
gan PDIP daripada Gerindra.
( Apalagi kalau AHY dan Puan Ma-
harani aktif menyatukan kedua

partai untuk berkoalisi”

Jamiluddin Ritonga

bung dengan koalisi lain yang memiliki
kesamaan cara pandang, visi kebang-
saan, dan etika politik,” ujarnya.

“Mari kita songsong perjalanan politik
yang baru dengan hati yang bersih den-
gan niat yang baik, cara yang baik, dan
tujuan yang baik,” sambung Wakil Ketua
Majelis Tinggi Partai Demokrat itu.

Pengamat politik Universitas Islam
Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta,
Zaki Mubarak, menilai, Partai Demokrat
saat ini dalam posisi dilematis paska
keputusannya hengkang dari Koalisi Pe-
rubahan.

Zaki menjelaskan, posisi dilematis itu
diduga karena tidak banyak parpol yang
merasa nyaman untuk bekerja sama den-
gan Partai Demokrat yang memaksakan
agar AHY diusung sebagai cawapres.

‘Jadi saat ini Partai Demokrat dalam
posisi dilematis. Mau ke mana-mana su-
lit. Tidak banyak pimpinan parpol yang
merasa nyaman berunding dengan Pak
SBY. Mau koalisi dengan PDIP ada ken-
dala pertikaian lama dengan Bu Mega.
Pak SBY sejak lama diketahui dianggap
mengkhianati Bu Mega,” kata Zaki, Ju-
mat, 8 September 2023.

Menurut Zaki, Demokrat juga akan
menghadapi ke- su-
litan apabila
berga-
bung
k e
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DEMOKRAT PASTI MERAPAT KE PDIP

Koalisi Indonesia Maju (KIM) yang men-
gusung Prabowo Subianto. Sebab, po-
sisi Prabowo dan SBY yang sama-sama
merupakan mantan Jendral TNI menim-
bulkan persaingan ego antara keduanya
terkait kepemimpinan.

“Gerindra dengan koalisi besarnya juga
kurang membutuhkan PD, apalagi Pak
SBY minta syarat macam-macam, jadi itu
tidak mungkin ditawarin cawapres. Su-
dah banyak yang ngantri,” ungkap Zaki.

Zaki menuturkan, kemungkinan mun-
culnya poros baru atau poros keempat
yang akan dibangun oleh Demokrat juga
terlampau kecil peluangnya. Sebab, dua
partai yang digadang-gadang bisa diajak
kerja sama, yakni PKS dan PPP, juga tak
berminat untuk membangun koalisi baru.

“Poros baru juga susah. PKS dan PPP
tidak berminat buat poros baru hanya
untuk kalah Pilpres. PPP sudah koalisi
dengan PDIP. Jadi opsi ini tidak mung-
kin,” ujar Zaki.

Zaki mengatakan, yang paling me-
mungkinkan posisi Demokrat saat ini
yakni mengurungkan niat untuk heng-
kang dari Koalisi Perubahan dan berga-
bung kembali guna membangun kerja
sama politik dengan Nasdem, PKS dan
PKB.

“Jadi, menurut saya itu yang paling
mungkin ya, gabung lagi dengan koalisi
lama plus PKB. Balik lagi mendukung
Anies dan Cak Imin di Pilpres 2024,”

kata Zaki.

Kendati demikian, Zaki me-
nambahkan, apabila Demokrat
kembali ke Koalisi Perubahan,
maka potensi AHY untuk maju
menjadi cawapres akan kem-
bali kandas. AHY kemungkinan
hanya mendapat tawaran seba-
gai menteri jika Anies dan Cak

Imin menang dalam Pilpres

2024.

‘Jadi, opsi bagi AHY, anak
emas Pak SBY, mungkin tu-
run, menjadi salah satu men-

teri kalau koalisi ini menang. Ini
ﬁ' juga masih ada persoalan, apa
Surya Paloh mau menerima kem-
balinya Partai Demokrat,” ungkapnya.
Pengamat politik dari Universitas An-
dalas, Najmuddin Rasul, menilai Partai
Demokrat tidak akan mudah membentuk
poros baru atau poros keempat untuk

menghadapi Pilpres 2024.
“Demokrat bisa membentuk po-
ros baru. Tapi itu tidak
akan mudah. Perlu per-
hitungan dan lobi-lobi
\\ yang matang den-
' gan PPP dan

h"\ PKS,” kata

PPP disebut bisa saja berkoalisi den-
gan Demokrat karena partai berlambang
Ka’bah tersebut merasa tidak dianggap
penting bagi PDIP. Karena PDIP da-
pat mengusung Ganjar Pranowo tanpa
berkoalisi dengan partai lain. Sedang-
kan kader baru yang menjabat sebagai
Badan Pemenangan Pemilu PPP, yakni
Sandiaga Salahudin Uno, dinilai sangat
berambisi ikut lagi di pilpres.

Sementara, PKS yang mengaku masih
berkomitmen bersama Nasdem dan PKB
mendukung Anies Baswedan dinilai rentan
hengkang menyusul Demokrat. Karena
PKS juga dianggap tidak terlalu berarti
bagi Nasdem dan PKB yang telah mantap
dengan pasangan Anies-Muhaimin.

Tapi yang jadi persoalan, menurut Na-
jmuddin, apakah Sandiaga dari PPP mau
hanya menjadi cawapres mendampingi
AHY. Atau PKS hanya sebagai peleng-
kap dari koalisi baru tersebut.

Najmuddin menyarankan Demokrat
bergabung saja dengan Koalisi Indo-
nesia Maju (KIM) pengusung Prabowo
bersama Gerindra, PAN, dan Golkar.
Di mana bila berhasil memenangkan
Prabowo, AHY masih dapat mengaman-
kan jatah kursi menteri.

Lalu, Demokrat juga punya kans mera-
pat ke PDIP mendukung Ganjar karena
sebelumnya sudah terjalin komunikasi
politik yang cukup intens antara AHY dan
Ketua DPP PDIP, Puan Maharani.

“Tinggal bagaimana menghangatkan
lagi hubungan SBY dengan Megawati.
Dua tokoh ini diketahui masih belum akur
sejak Pemilu 2004,” ucap Najmuddin.

Sementara itu, pengamat komunikasi
politik Universitas Esa Unggul, Jamilud-
din Ritonga, meyakini Partai Demokrat
tidak akan kembali lagi ke Koalisi Peru-
bahan. Langkah politik Demokrat bisa
saja diarahkan dengan bergabung ke
PDIP.

“Partai Demokrat bisa saja berkoalisi
dengan PDIP. Peluang itu dapat terwu-
jud bila Megawati Soekarnoputri dan
Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mau
melupakan masa lalu,” kata Jamiluddin,
Jumat, 8 September 2023.

Kemungkinan Demokrat dan PDIP
berkoalisi sangat terbuka karena Mega-
wati dan SBY mempunyai kepentingan
yang sama. Keduanya sama-sama ingin
menang di Pilpres 2024.

“Untuk itu, kedua tokoh ini kemung-
kinan bersatu untuk mengalahkan
Prabowo dan Anies Baswedan. Kepent-
ingan ini bisa saja mengalahkan persoa-
lan pribadi mereka selama ini,” ujarnya.

Tidak menutup kemungkinan Ganjar
Pranowo akan diduetkan dengan Agus
Harimurti Yudhoyono (AHY). Sebab, duet
ini juga kompetitif, apalagi bila dihadap-
kan dengan pasangan Anies-Cak Imin
serta Prabowo Subianto.

Jamiluddin melihat Partai Demokrat
sulit berkoalisi dengan Partai Gerindra
yang mengusung Prabowo Subianto se-
bagai capres. Sebab, Gerindra didukung
Partai Kebangkitan Nusantara (PKN)
yang dipimpin oleh Anas Urbaningrum.

‘Jadi, Partai Demokrat tampaknya lebih
berpeluang berkoalisi dengan PDIP dari-
pada Gerindra. Apalagi kalau AHY dan
Puan Maharani aktif menyatukan kedua
partai untuk berkoalisi,” katanya.®@RDO
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“Walaupun Ganjar unggul di
provinsi lain, namun jika ia kalah

terlalu jomplang di Jawa Barat, \\

hasil akhirnya secara nasional

akan memperberat Ganjar ber- 7

hadapan dengan Prabowo”

Lembaga survei Saiful
Mujani Research &
Consulting (SMRC)

merilis hasil penelitian

terbarunya terhadap
peta politik calon pre-
siden pada pemilih di
Jawa Barat.

erdasarkan hasil survei 31 Juli

hingga 11 Agustus 2023, diketahui

sebanyak 31 persen masyarakat

Jawa Barat memilih Ganjar
Pranowo, sedangkan 57 persen men-
dukung Prabowo Subianto.

Pendiri SMRC, Saiful Mujani, mengata-
kan, angka tersebut tidak mengalami peru-
bahan dalam tiga kali survei terakhir pada
Mei, Juli, dan Juli hingga Agustus 2023.

Saiful mengatakan, meski ada fluktuasi
suara, nhamun secara umum bakal calon
presiden dari Partai Gerindra, Prabowo
Subianto, mengungguli Ganjar Pranowo
yang diusung PDIP.

Fakta ini, menurut Saiful, menjadi tantan-
gan yang sangat kuat bagi Ganjar. Jika Gan-
jar ingin menang dalam Pilpres 2024, man-
tan Gubernur Jawa Tengah itu tidak boleh
kalah terlalu banyak di Jawa Barat.

Menurut Saiful, jika selisihnya mencapai
30 persen, hal itu akan terlalu berat bagi
Ganjar Pranowo menang secara nasional.
Sebab, pemilih di Jawa Barat cukup besar.
Sehingga, akan sangat mempengaruhi per-
olehan suara di nasional.

“Walaupun Ganjar unggul di provinsi lain,
namun jika ia kalah terlalu jomplang di Jawa
Barat, hasil akhirnya secara nasional akan
memperberat Ganjar berhadapan dengan
Prabowo,” jelas Saiful, Jumat, 8 September
2023.

Saiful juga menjelaskan terkait simulasi
yang hanya memunculkan dua
nama bakal calon pres-
iden. Menurutnya,
dari  seluruh

hasil survei opini publik, ada kecenderun-
gan yang paling kompetitif dan dibicarakan
adalah dua nama tersebut, yakni Ganjar
Pranowo dan Prabowo Subianto.

Maka dari itu, dua nama tersebut yang
paling berpotensi bertarung di putaran
kedua jika di Pilpres 2024 lebih dari dua pa-
sang calon. Saat ini, Menteri Pertahanan itu
masih unggul jauh dari Ganjar Pranowo di
Jawa Barat.

Dia menuturkan, keterpengaruhan agama
tidak menjadi faktor penting atas keterpili-
han Prabowo Subainto di Jawa Barat. Saiful
meragukan hal tersebut.

Baik Prabowo maupun Ganjar, kata dia,
keduanya berasal dari tradisi politik nasion-
alis. Prabowo tidak mengidentikkan dirinya
sebagai kelompok Islam tertentu. Dia juga
tidak menyatakan dirinya lebih Islam diband-
ing yang lain.

GANJAR DISUKAI ANAK MUDA

Dia pun tidak aktif di kegiatan-kegiatan
organisasi masyarakat Islam. Dalam hal-hal
semacam itu, Prabowo kurang lebih sama
dengan Jokowi dan Ganjar. Bahkan, mung-
kin Ganjar sedikit lebih dekat ke Islam. Mis-
alnya karena istrinya adalah seorang nyai
atau santri.

Saiful melihat, pola atau perilaku pemilih
warga dalam pilpres mungkin tidak terkait
dengan Islam, dalam pengertian afilisasi
calon pada kelompok Islam tertentu. Tetapi,
mungkin terkait dengan Islam sebagai fakta
sejarah di Jawa Barat.

“Yang lebih dominan mungkin adalah
sentimen perlawanan masyarakat Jawa
Barat pada kecenderungan yang dominan
dalam politik nasional. Dalam sejarah, di
Jawa Barat adalah Kerajaan Pajajaran atau
Kerajaan Sunda. Di wilayah ini juga muncul
gerakan Darul Islam dan Tentara Islam In-
donesia (DI/TII),” terang Saiful.

Sementara itu, Jokowi dan Ganjar adalah
representasi polittk Jawa yang dominan.
Orang Jawa Barat ingin melihat perlawa-
nan pada dominasi tersebut. Prabowo juga
orang Jawa, namun di mata pemilih Jawa

Barat, Prabowo terlihat melawan dominasi

atau orang yang dominan tersebut. Prabowo
dianggap sebagai wakil perlawanan mereka
dalam konteks politik nasional.

“Namun ini adalah salah satu tafsir yang
membutuhkan eksplorasi data lebih jauh,”
terangnya.

Pilihan Anak Muda

Sementara itu, hasil survei terbaru dari Ip-
sos Publik Affairs mencatat, kalangan mile-
nial dan Gen Z cenderung memilih Ganjar
Pranowo. Hal itu diungkapkan peneliti sen-
ior Ipsos Publik Affairs, Arif Nurul Imam.

Dia mengatakan, elektabilitas Ganjar
Pranowo di kalangan milenial dan Gen Z
cukup tinggi. Di kalangan milenial, elektabili-
tas Ganjar Pranowo mencapai 39,9 persen
dan Gez Z sebesar 42,4 persen.

Dia menjelaskan, penyebab elektabilitas
Ganjar Pranowo cukup besar di kalangan
milenial dan Gen Z. Kata Arif, Ganjar sangat
aktif di media sosial jika dibandingan den-
gan Prabowo dan Anies Baswedan.

“Ganijar lebih diterima di kalangan milenial
dan Gen Z karena Ganjar lebih aktif di me-
dia sosial,” kata Arif.

Dia menuturkan, keaktifan Ganjar
Pranowo di media sosial menjadi daya tarik
sendiri bagi kalangan milenial dan Gen Z.
Bahkan, kerap kali Ganjar Pranowo selalu
berinteraksi dengan para followernya.

Dia menilai, Ganjar Pranowo sangat pi-
awai memainkan media sosial miliknya.
Sehingga, mudah sekali untuk menggaet
pemilih dari kalangan milenial dan Gen Z.

“Karena itu, dibandingkan Prabowo

dan Anies, Ganjar jauh lebih aktif dan
atraktif di medsos,” jelas Arif.

Dikatakan Arief, pemilih muda di

Pilpres 2024 sangat penting. Sebab,

/' hampir 60 persen dari jumlah total

suara merupakan suara pemilih muda.

Sehingga, suara dari kalangan milenial

dan Gen Z sangat penting bagi seluruh

kandidat capres.

Berdasarkan survei Ipsos Publik Af-
fairs, elektabilitas Ganjar Pranowo di-
kalangan Gen Z unggul dari pesaingnya,
Prabowo Subainto dan Anies Baswedan.
Ganjar Pranowo memperoleh 42,4 persen,
Prabowo Subianto 41,6 persen, dan Anies
Baswedan 16 persen.

Sedangkan di kalangan milenial, Ganjar
Pranowo masih tetap mengungguli Prabowo
Subainto dan Anies Baswedan. Di kalangan
milenial elektabilitas Ganjar Pranowo sebe-
sar 39,9 persen, Pranowo 35,71 persen,

dan Anies Baswedan 24,38 persen.
Survei Ipsos dilakukan pada 22-27
Agustus 2023 di 24 provinsi, pada dae-
rah perkotaan dan perdesaan. Survei
ini menggunakan metode wawancara

“ tatap muka dengan 1.200 responden

dan menggunakan aplikasi Ipsos
Ifield yang merupakan sistem
computer-assisted personal in-
terviews (CAPI). Survei ini me-
miliki margin of error sekitar
L 2,83 persen dengan tingkat
. kepercayaan 95 persen.
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